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ABSTRAK

Nama ~ :Muhammad Zahroni Kusuma Putra
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Analisa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang

Tidak didaftarkan, Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang
Kota Wates Kabupaten Kulonprogo

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pemberian perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia yang ternyata jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga kreditur (penerima fidusia) tidak
akan dapat perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 42 Tzhun 1999 apabila
debitur (pemberi fidusia) tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi
hutangnya atau wanprestasi. Tesis ini juga membahas mengenai hal-hal yang
menyebabkan didalam proses perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPD
DIY Cabang Kota Wates Kulonprogo Yogyakarta tidak mendaftarkan jaminan
Fidusianya tersebut dan perlindungan bagi para pihak ditinjau dad Undang-
Undang Jaminan Fidusia Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan
mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis tethadap data
hukum, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang Jaminan Fidusia,
yang meliputi kewajiban pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian adalah jaminan
fidusia tidak didaftarkan adalah untuk meringankan beban nasabah sebagai pelaku
usaha ekonomi mikro dari beban pembuatan akta jaminan fidusia dan untuk
perlindungan hukumnya telah diantisipasi oleh pihak bank dengan mencantumkan
klausula tersebut dalam perjanjian. ketika terjadi kredit macet dan tidak ditemukan
jalan keluar secara intern maka bank akan melimpahkannya ke kantor pelayanan
lelang negara.

Kata Kunci:
Perjanjian Kredit, Fidusia, Tidak Terdaftar
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ABSTRACT

Name : Muhammad Zahroni Kusuma Putra

Study Programme : Kenotariatan

Title : Analyse of Credit Agreement with Fiducia Security
Which is not Registered, case study at BPD DIY
Kulonprogo

This thesis discusses the implementation of the provision of credit agreement with
that found on fiduciary fiduciary security is not registered at the Registration
Office Fiduciary. So that the creditor (recipient's fiduciary) will not be able to
legal protection under the Law Number 42 Year 1999 if the debtor (the giver of
fiduciary) does not fulfill its obligation to repay its debt or default. This thesis also
discusses about the things that cause in the process of credit agreement with the
fiduciary security in BPD DIY Yogyakarta Kulonprogo Wates City Branch did
not register these Fidusianya guarantees and protections for the parties in terms of
Fiduciary Law. This research is a normative juridical by revealing the truth in a
systematic and methodological to the legal data, namely by studying and
analyzing the Fiduciary law, which includes registration obligations towards
Fiduciary Law Number 42 Year 1999 About Fiduciary. The results are not
registered on fiduciary is to relieve the burden on our clients as business operators
from the burden of making micro economic security deed and for the protection of
fiduciary law has been anticipated by the bank by putting these clauses in the
agreement. when there is bad credit and can not find a way out internally then the
bank will delegate it to the office of the state auction services.

Keywords:
Agreement, Fiducia, Un-registered
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pola umum pembangunan nasional merupakan serangkaian program
pembangunan di segala bidang yang secara terus menerus berlangsung guna
mewujudkan tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemerintah
Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban duma yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial' Untuk mencapai tujuan
masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua
pihak termasuk perbankan nasional Dimana pola umum pembangunan nasional
lebih dirasakan pada pembangupnan bidang ekonomi, sedangkan pembangunan
pada bidang lainnya, “hanya” bersifat memmmjang dan melengkapi pembangunan
bidang ekonomi. Diantara beberapa upaya dalam rangka meningkatkan
pembangunan bidang ekonomi dimaksud, ialah adanya satu kebijakkan berapa
pemberian pinjaman uang oleh bank kepada masyarakat, yang dalam percakapan
sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “kredit™.

Dalam kehidupan sosial ekonomi moderen dewasa ini, peran Bank sebagai
salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perekonomian makin dominan
keberadaannya. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang
melaksanakan tugasnya sebagai tempat menyimpan uang yang aman, sebagai
sarana penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat, serta merupakan
tempat dimana para pengusaha besar maupun kecil dapat memperoleh pinjaman
uang (kredit) guna pengembangan usahanya, dan sebagainya

Seperti dikatakan Muhammad Djumbzna dalem bukunya yang berjudul
“Hulum Perbankan Indonesia” menerangkan:

Bentuk dan jenis suatu bank sangat dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi
lingkungan, baik secara sisi sosial budaya maupun segi alam dan sejarsh

! Yndonesis, Pembukaan Undeng-Undang Dasar Tahun 1945, slinea 4.

Universitas Indonesia
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perkembangannya Demikian juga corak perbankan Indonesia mempunyai
kekhasan karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan arah perbankan yang
lazim di negara lain. Tetapi secara umum arah perbankan Indonesia tetap sama
dengan yang berlaku menyeluruh di belahan dunia manapun *

Adapun tujuan Bank sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10
Tszhun 1998 tentang Perubzhan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan atan perfumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menyadari akan
besarnya peran lembaga perbankan terutama dalam pelaksanaan segi-segi
pemerataan pembangunan melalui jalur pemerataan pendapatan, pemerataan
kesempatan kerja, serta pemerataan kesempatan berusaba, maka pemberian kredit
khususnya yang diperuntukan bagi para pengusaha kecil yang didasarkan atas
kelayakan usaha, kiranya perlu umiuk lebih ditingkatkar dan ditumbuh
kembangkan. Mengingat pada situasi krisis seperti sekarang imi, usaha-usaha kecil
justru banyak bermumculan, bahkan kasil produktifitasnya seperti kerajinan atau
usgha kecil lainnya dapat diekspor sehingga mampu memberiken pendapatan
(devisa} bagi negara Sehingga sudah selayakmya pemerintah melalui jalur
lembaga perbankan, perlu lebih peduli dalam menopang dan mempertahankan
usaha kectl-usaha kecil itu dengan cara memberikan pinjaman berupa kredit

Selain perjanjian kredit, hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian
kredit adalah adanya jaminan sebagai agunan yang akan meyakinkan pihak bank
dalam pemberian kredit Hal ini dilakukan guna menganfisipasi kemungkinan
adanya kerugian yang mungkin timbul apabila nasabah debitur wanprestasi,
karena tidak ada seorangpmm yang dapaf merijamin kepastian, cara dan atau sarana
hukum yang dapat mencegah seseorang mengingkari janjinya.

Demi kepentingan kreditur, dalam pasal 1131 KUHPerdata disebutkan behwa
segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akmm ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala penkatan perseorangan.

? Muhammsad Djumbana, Hekum Perbankan di Indoresia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1993), hlm3
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Jadi semua kebendaan seseorang yang berutang, secara umum menjadi
jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini saja terkadang
menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja,
karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Keadaan yang demikian ini membuat seorang kreditur yang ingin mendapat
kepastian pengembalian vangnya dapat meminta tambahan kepada debitur untuk
mengadakan perjanjian tambahan yang mepunjuk barang-barang tertentu baik
bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan debitur sebagai jaminan pelunasan
hutangnya. Jaminan seperii ini dinamakan sebagai jaminan kebendaan.

Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit tersebut, agunan
atau jaminan keberdaan atay jaminan materil dianggap yang paling aman dan
ideat untuk mengatasi resiko yang ditanggung oleh bank Jaminan tersebut dapat
berbentuk benda bergerak misalnya padai, fidusia maupun benda tidak bergerak
misalnya hak tanggungan, hipotik, creditverband.

Praktek lembaga jaminan secara gadai (pand) barang yang digadaikan itu
harus terlepas dari kekuasaan pemberi gadai (pand), syarat inbezistelling ini
seringkali menimbulkan kesulitan. Kesulitan tersebut adalah barang vyang
digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi,
barang inventaris kantor dan barang-barang lainoya yang digunakan langsung
dalam kegiatan usaha harus digadaikan Persyaratan yang demikian itu sangat
menyulitkan bahkan dapai melumpuhkan kegiatan usaha dan modal demm
peningkatan usahanya

Kemudian dibutuhkaniah suatu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih
tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut
kepada pihak bank. Akhimya muncul bentuk jaminan baru dimana objek benda
bergerak dengan kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dan pihak nasabah
debitur kepada pithak bank Inilah yang kemudian disebut dengan jaminan fidusia.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia
(UUJF), eksistensi fidusia sebagai lembaga jaminan diakui berdasarkan
yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi adalah penyerahan
milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik

Universitas Indonesia
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debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap
pada debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (ianpa ada wanprestasi) maka bank
berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada
nasabah debitur.

Salah satu contoh dard jaminan benda bergerak tersebut adalah berupa
kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah mobil,
sepeda motor atau skuier dengan berbagai jenis tipe dan merek. Hal ini sesuai
dengan definisi menurut pasat 1 angka (8) Undang-undang Nomor 22 tahun 1992
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya yang menyebutkan bahwa
kendaraan bermoltor adalah setiap kendarasn yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.®

Walaupun bentuk jaminan yang dimaksudkan dalam pengajuan kredit adalah
berupa kendaraan sepeda bermotor secara fisik, akan tetapi dalam
pelaksanaannya, jaminan yang diberikan oleh nasabzh debitur kepada bank
hanyalah berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendarzan
bermotor yang bersangkuian. Bank dalam pemberian krvedit kepada nasabsh
debitur hanya berdasatkan atas kepercayaan Karena bank banya memegang
BPKB atas kendaraan yang bersangkutan saja tanpa menguasai benda tersebut
secara fisik.

Oleh karena itu, kyedit yang diberikan oleh bank mengandung resiko,
sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan
yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam
arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penbng yang harus
diperhatikan oleh bank.

Sekalipun bank telah memegang surat-sural jaminan, namun apabila kredit
tersebut bermasalah dan macet, bank tidak serta merta langsung dapat
mengeksekusi jaminan tersebut wmtuk pelunasan dari kredit nasabah debitur.
Terlebih-lebih apabila disamping nasabah debitur yang bersangkutan wanprestasi,

? Indonesia, Undang-Undang Lalu Lintas dan Anglastan Jalan, UU No. 22 Tahun 2009,
LN No. 96 Tahum 2009, TLN No. 5025, Pasal 1 angka (8).
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misalnya mengingkari atau tidak bersedia untuk mefunasi kredit yang dipinjam,
nasabah debitur juga mengingkari untuk menyerahkan jarminan

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara
luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap
sederhana, mudah dan cepat Pranata jaminan fidusia saat ini memang
memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang
dijaminkan, puna menjalankan atan melakukan jaminan fidusia tersebut.

Pada kehidupan sosial ekonomi modemn sekarang ini, pemberian jaminan
fidusia sudah merupakan penistiwa sehari-han dalam dunia perbankan, walaupun
kebanyakan masih berupa jaminan tambahan atas jaminan pokok yang dituangkan
dalam bentuk jaminan yang lain. Maksudnya adalah babwa pemberian jaminan
fidusia dikaitkan dengan adanya perjanjian kredit sebagat perjanjian pokok yang
hendak dijamin Disini dapat membert arfi bahwa perjanjian pemberian jaminan
fidusia merupakan sebuah pefjanjian yang bersifat accessoir atau tambahan, yang
berarti perjanjian ini akan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia ini diatur didalam UU Nomor 42 tahun
1999. Salah satu tujuan dibenfuknya undang-undang ini adalah memberikan
kepastian hukum kepada para pihakbaik kreditor maupun debitur. Namun
demikian berdasarkan pasat 1} UU Fidusia bahwa Benda yang dibebani dengan
jaminan fidusia wajib didaftarkan, yang mempunyai pengertian bahwa untuk
berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang fidusia maka haruslah
dipenuhi syarat , bahwa benda jaminan fidusia itu didafiarkan. Sehingga oleh
karena itu fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuniungan-
keuntungan dari ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Fidusia.

Pada prakteknya, Bank BPD DIY Kota Wates Kulonprogo Yogyakarta
disehap pemberian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ternyata jaminan
fidusia tersebut tidak didafiarkan pada Kantor Pendafiaran Jaminan Fidusia. Yang
berarti disint sebagai kveditur (penerima fidusia) tidak akan dapat perlindungan
hukum berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur (pemberi fidusia)
tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hitangnya atau wanprestasi.

Untuk febih mengetahui perlindungan hukum yang dimilila oleh kreditur
yang tidak mendaftarkan perjanjian fidusianya dan upaya hukum yang diternpuh
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oleh pihak krediur, apabila nasabah debitur wanprestas: yang dalam hal ini
nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya uniuk melunasi pinjaman
kreditnya, maka penulis sangat terlarik unfuk mengetahui sertz mengkaji lebih
mendalam mengenai permasalahan tersebut melalui sebuah karya ilmiah dalam
bentuk tesis berjudul : ®Analisa Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia
Yang Tidak Didaftarkan, Studi Kasus Pada BPD Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) Cabang Koeta Wates Kabupaten Kulonprogo
Yogyakarta”. Dengan harapan bahwa nantinya karya ilmiah ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis, pemerhati hukum, maupun bagi masyarakat

pad2 umumnya.

1.2 Poliok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas,

maka rumusan permasalahan yang akan dikemukakan adatah:

1. Alasan-alasan apakah yang menyebabkan perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia di BPD DIY Cabang Kota Wates Kulonprogo Yogyakarta
tidak didaftarkan?

2. Apakeh Perlindungan Hukum yang dimiliki BPD DIY Cabang Kota Wates
Kulonprogo Yogyakaria sefaku Kreditur Pemegang Fidusia yang Tidak
Didaftarkan di Kantor Pendafiaran Fidusia ditinjan dari Undang-Undang

Jaminan Fidusia?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan didalam proses
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPD DIY Cabang Kota Wates
Kulonprogo Yogyakarta tidak mendaftarkan jaminan Fidusianya tersebut

2. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Fidusia
yang Tidak Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia ditinjau dari

Undang-Undang Jaminan Fidusia

1.4 Metode Penulisan
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Dalam melakukan penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penelitian.
“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang
telah dikumpulkan dan diolah.™

Dalam usul penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif,
pendekatan ini dilakukan dengan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan
metodologis terhadap data hukum, yaitu pendekatan dengan melakukan
pengkajian dan analisis terhadap undang-undang Jaminan Fidusia, yang meliputi
kewajiban pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan lain yang terkait.

Tipologi penelifian yang Penulis gunakan adalah deskniptif-preskriptif
analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenamya terjadi pada saat
penelitian dilakukan, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk
memperoleh kesimputan yang terakhir. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk
memberikan solust dari suatu masalzh.

Dalam penelitian ini diperlukan adanya data wntuk menunjang kebenaran
penelitian. Data yang akan dipergunakan Penulis adalah data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Karyawan Bank BPD DIY
Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonproge Yogyakarta Sedangkan Data
Sekunder yang diperpunakan terdiri dari bahan kepustakaan, yang mencakup
dokumen-dokumen resmi. Data sekunder yang dipergunakan dibedakan atas:

1. Bahan hukum primer, yang berupa Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia afavpun pemndang-undangan lainnya yang
mendukung penelitian ini, Bahan hukum primer tersebut sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa beberapa buku acuan dan dokumen-
dokumen resmt. Bahan hukum sekunder tersebut sebagai landasan teon
dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

4 Soerjono Sockamnto dan St Mamudji, Penelitian Hulaon Normatif Suatu Tinjasan Singkat,
ed. 1, cet. 10, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007, hal 1.
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Alat pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini

adalah studi dokumen dan studi lapangan dengan narasumber,
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif Dimana pendekatan
int bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Data yang

diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjuinya dianalisis secara
kualitatif yuridis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang menjadi pokok pembahasan,

maka penulisan tesis ini disusun dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I

BABIIL

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan dan  manfaat
penulisan/penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan temtang arti Perjanjian dan
Perikatan  beserta  asas-asasnya, uasur-unsur  perjanjian,
wanperstrasi serta berakhirnya perjanjian dan juga kredit beserta

penjelasan mengenal jaminan.

BAB HI, ANALISA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN

FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BPD DIY
KOTA WATES KULONPROGO YOGYAKARTA

Merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang penulis bahas
dalam proposal tesis int. Dimana dalam bab ini penulis
menguraikan teniang alasan-alasan mengapa BPD DIY Kota Waies
Kulonprogo Yogyakarta tidak mendaftarkan perjanjian kredit
dengan jaminan fidusianya seria Perlindungan Hukum Bagi
Kreditr Pemegang Fidusia yang Tidak Didaftarkan di Kantor
Pendaftaran Fidusia ditinjau dari Undang-Undang Jaminan Fidusia.
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BAR ITI. PENUTUP
Merupakan bab penutup dari semua yang telah diuraikan dari bab

pertama sampai bab ketiga, yaitu berupa kesimpulan-kesimpulan
dari apa yang menjadi pokok permasalahan Selanjutnya penulis
juga membenkan saran-saran yang mungkin nantinya dapat

menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang membirtuhkan,
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BAEII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2,1.1 Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdaia didefinisikan sebagai
berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.
Mengenai definisi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, penulis berpendapat
behwa pengertian perjanjian didalam Pasal 1313 KUH Perdata terdapat
kelemahan yaitu bahwa pengertian pefjanjian didalam Pasal 1313 KUH
Perdata kurang lengkap dan terlalu Ivas. Dianggap kurang lengkap karena
pengertian di dalam Pasai 1313 KUH Perdata itw seolab-olah hanya
merupakan perjanjian septhak, jadi hanya satu pihak saja yang mengikatkan
dirinya, sedangkan pihak lain tidak. Hal itu tampak dari kalimat
“mengikatkan dirinya”. Dranggap terlalu luas karena kata “perbuatan™ dalam
definisi pasat 1313 KUH Perdata itu tidak menyebutkan perbuatan mana yang
dimaksudkan sehingga dapat pula mencakup berlangsumgnya perkawinan,
dalam hal membuat janji-janji perkawinan dan perbuatan-perbuatan semacam
itu dalam lapengan hukum keluarga dikuasai oleh ketentuan-ketentuan
tersendini sehingga BUKU I KUH Perdata tidak berlakm tethadapnya atan
tidak berlaku secara langsumg.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, R Setiawan berpendapat bahwa
definisi dalam pasal 1313 KUH Perdata perlu-perbaikan, yaitu ;
a. Perbuatan barus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat lukum

b. Menambah perkataan “atan saling mengikatkan dirinya ™

Sehingga meourut R. Setiawan definisi Pasal 1313 KUH Perdata
menjadi “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dinnya terhadap satu
orang atau lebih >’

5 R Setiawan, Pokok-pokok Hulamm Perikatan, (Bandung: Bina Cipte, 1997), hlm, 49.
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Sesuai dengan pendapal R. Secliawan mengenal perjanjian berarti
pengertian perjanjian felah mencakup perjanjian timbal balik, bukan hanya
peganjian sepihak.

Perjanjian (konfrak) menurut C.S.T. Kansil adalah suatu perbuatan
dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkzn dirinya kepada seseorang
atau beberapa orang lain Untuk mempemmudah keperluan-keperiuan
hidupnya manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan
hubungan dan persetujuap-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak.
Berdasarkan persefujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang
mengikat kedua belah pihak dan persetujuan-persehjuan yang demikian
disebut perjanjian (kontrak).®

R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa
di mana seseorang berjanji kepada seorang lain dan atau di mana orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Dalam bentuknya perjanjian
itu berupa suate rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau
kesangpupan yang diucepkan atau ditulis. Definisi ini mengandung
kelemahan-kelemahan, karepa peristiwa itu belum tentu dikehendaki, padehal
dalam perjanjian akibat hukum yang timbul memang dikehendaki oleh para
pihak

Perjenjian menurut Abdulkadir Muhammad, Pegjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan ®

Definisi perjanjian juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu
perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih beredasarkan
kate sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.® Menurut beliau dua pihak
atau lebih itu sepakat umtuk mepenfukan hak dan kewajiban yang mengikat
mereka untuk ditaati dan dijalankan, bila kesepakatan itu dilanggar maka ada
akibat hukumnya vyaitu si pelanggar dapat dikepakan sanksi. Penulis

$ C. 8. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hiudam Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), bim, 250.

7 R_ Subekti, Hukum Perjarjian, (Jakarta:PT. Intermasa, 1997), hlm, 1.

8 Abdulkedir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1982), him, 78.

¢ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hufem (Suatu Penganar) (Yogyakerta: Liberty, 1996),
hlm, 110
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sependapat dengan pengertian perjanjian ini, karena dalam suatu perjanjian
harus terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum
berdasarkan kata sepakat sesuai pasal 1320 KUH Perdata Hubungan hukum
yaitu hubungan antara subjek hulum/individu yang sesuai dengan aturan atau
hukum yang berlaku. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban
yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukwmn yang diciptakan oleh
hukum selaln mempunyai dua segi yang berbeda, disatu pihak isinya hak
sedang di pihak lain kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi
bukum Sedangkan kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual.
Hak dan kewajiban itu timbul bila terjadi hubungan hukum antara dua pthak
yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Sehingga bila salah pihak
melanggar hak dan kewajiban yang disepakati maka salah satu pihak tersebut
dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan beberapa pengertian peranjian di atas, maka ada
persamaan pendapat di antara para sarjana atas unsur-unsur yang ada dalam
perjanjian yaitu;

a. Adanya dua pihak atau lebih

b. Adanya kata sepakat diantara para pithak

¢. Adanya akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang berupa hak dan
kewajiban

Perjanjian memiliki suatu tujuan yang dicari yaitu pemenuhan dengan
sempurna segala isi dan tujuan dari ketermtuan sesvai dengan kehendak yang
telah disepakati dan disetujui oleh para pihak di dalam perjanjian.

Dari defimisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa suatu
perjanjian akan menimbulkan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang
dinamakan sebagai perikatan. Dengan demikian terdapat suatu hubungan
antara perjanjian dengan perikatan yaitu bahwa pefjanjian menimbuikan
perikatan.

Perjanjtan erat hubungannya dengan perikatan, karena pasal 1233 KUH
Perdata menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan baik dari undang-undang
maupun perjanjian Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah
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perjanjian itu menerbitkan perikatan Perjanjian merupakan sumber terpenting
yang melahirkan perikatan.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan di dalam KUH Perdata tidak
dijelaskan Dengan kata lain pembuat undang-undang tidak memberikan
definisi, oleh karena itu beberapa sarjana berusaha untuk menjelaskan tentang
perikatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

R Subekti memberikan pengertian perikatan adalah svatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut suatu hal dani pihak lain dan pibak lain yang berkewsjiban
untuk memenuhi tuntutan itu. '

Definisi perikatan juga dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad,
beliau mendefinisikan perikatan dalam arii luas dan dalam arti sempit.
Perikatan dalam arti luas adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang
yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Dac
rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang harta
kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum waris, dalam
bidang hukum pribadi. Sedangkan perikatan dalam arti sempit adalah adalah
hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam
bidang harta kekayaan. '

Berdasarkan beberapa definisi mengenai perikatan diatas, dapat
disimpulkan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih, di mana masing-masing pikak mempumyai hak dan
kewajiban atas suaiu prestasi. Dalam perikatan yang timbul karena
perjanjian kedua belah pihak baik kreditur dan debitur sefalu bertindak aktif
untuk mewujudkan prestasi itu. Jika salah satu pihak tidak aktif, sulitlah
prestasi it diwujudkan. Prestasi adalah tujuan para pihak dalam mengadakan
perikatan.

2.1.2 Asas-asas Perjanjian
Di dalam perganjian dikenal beberapa asas yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujusrmya, yang dapat dikelompokkan

" R Subekti, Loc eit
11 Abdutkadir Muhammed, Op cit. hlm 6
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sebagal asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian yang lerdiri dari
asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas itkad baik secara
subjektif dan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang terdiri
dari asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik secara objektif.
Benkut ini akan diuraikan satu persatu mengenai asas-asas hukum
pefjanjian tersebut, yaitu:
a Asas Konsensualisme
Arti asas konsensualisme pada dasamya adalah perjanjian dan
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kata sepakat Perjanjian dikatakan sah dan telah terjadi dalam
arti sudah mengjkat pihak-pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah
ada dan tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari
pefjanjian itu Sehingga timbul perikatan dan melahirkan hak dan
kewajiban diantara debitur dan kreditur.
Asas konsensualisme dalam perjanjian ditwangkan di dalam pasal
1320 ayat (1) KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya. Suatu kata sepakat telah tercapai atau perjanjian telah lahir
apabila telah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dar
perjanjian tersebut  Asas ini sangal erat hubungannya dengan asas
kebebasan mengadakan perjanjian.'> Menurut R Subekii: “Asas
konsensualitas merpakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang
modemn dan bagi terciptanya kepastian hukum”. "
Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian
yaitu:

1. Perjanjian Formal, adalah suafu perjanjian yang harus dengan atau

dalam benfuk tertentu.
Cotohnya: Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin

2. Perganjian Riil, adalah sustu perjanjian yang untuk terjadinya harus
dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian.

12 Mariam Darus Badrulzaman, Kempilasi Hukum Perikatan, (Bandung:Citra Aditya Bakti,
2001), him. 87.
3R Subekti, 4spek-aspek Hulam Perikatan Nasional (Bandung: Alunmi, 1984), hlm_ 5.
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Contohnya: Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam
menggantL
Pasal 1321 KUH Perdata juga mengadakan pembatasan bahwa tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas
membuat atau tidak membuat suatu perjanjian apa saja, baik yang telzh
diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-
undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk
perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian. Dalam pasal 1338 KUH
Perdata ayat 1 menyatakan bahwa setiap perjanjian dibuat secara sah
berlaku sebagai undanp-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dimaksud secara sah disini yaitu mememnhi pasal 1320 KUH Perdata.
Makna kebebasan berkontrak dalam kata dalam sefiap perjanjian :

1. Bebas menyatakan perjanjian
. Bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja
. Bebas perjanjian teniang apasaja

. Bebas menentukan isi perjanjian

h o W W

. Bebas menentukan bentuk perjanjian
Kebebasan membuat perjanjian dibatasi oleh tiga hal yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang
2. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan
3. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban vmum
Dalam perkembangannya asas kebebasan berkonfrak yang tercermin
dalam KUH Perdata telah mengalami pembatasan-pembatasan:

1. Dengan berkembangnya didalam !apangan perekonomian yang
membentuk persekutuarn-persekutuan dagang, badan-badan hukum
atau perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakal yang
lain (persutuan kaum buruh, petani dan lain-lain).
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2. Teadinya proses pemasyarakatan (vermaatschappelijiing) keinginan
adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju
kepada keadilan sostal.

3. Timbulnya formalsme kembali, bahwa perjanjian harus dibuat dengan
bentuk-bentuk formit yaitu secara tertulis atau dihadapan pejabat yang
berwajib.

4. Makin banyaknya peraturan-peraturan dari penguasa dalam lapangan
Hukum Tata Usaha Negara "

Dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata
dimaksudkan agar setiap hubungan hukum yang tefjadi di dalam
masyarakat dapat dianut secara lengkap dan seadil-adilnya sesuai dengan
apa yang dikehendaki masyarakat Hal ini dimungkinkan karena dengan
adanya asas kebebasan berkonirak para pihak mempunyai kebebasan
dalam menentukan bemtuk, jenis dan isi perjanjian yang mereka buat
Akan tetapi, apabila perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan atan
sudah ditentukan tetapi kurang lengkap maka berfakulah ketentuan yang
terdapat dalam buku II KIUH Perdata.

¢. Asas Pacta Sunt Servanda

Ketentuan pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuainya, selain mencerminkan asas kebebasan
berkontrak juga mencerminkan asas pacta sunt servanda.

Asas ini mempunyai maksud bahwa perfjanjian mengikat kedua belah
pihak dan perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang
melakukan perjanjian. Asas pacfa sunt servanda dapat dikatakan sebagai
asas mengikainya peganjian. Jadi para pihak yang terkait dibaruskan
menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormatt umdang-
undang. Seandainya para pihak tidak melaksanakan perjanjian seperti apa
yang telah disepakati dan diperjanjikan, maka akan mempunyai akibat

" purwehit Patrik, Asas fiikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, (Semareng:Clk. Perlama.
Faknltas Hukum Undip, 1986), him. 9-10
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seperti halnya jika para pihak fidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan, yaitu dengan adanya suatu sanksi tertentu

Asas pacfa sunt servanda ini berkaitan dengan asas pelaksanaan
perjanjian. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan suatu kepastian
hukum bagi pihak-pihak atau para pihak yang terkait dengan yang
membuat pegjanjian.

Asas ini mempunyai pengecualian, yattu dalam hal jika para pthak
yang melakukan perjanjian itu tidak dalam keadaan seimbang
kedudukannya, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Terhadap
penipuan dan paksaan, undang-undang juga melindungi pihak yang
membuat perjanjian karena ditipu atau dipaksa, yaite memberikan kepada
mercka hak ymtuk meminta pembatalan
Asas Iktikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdala, diteiapkan bahwa suatu
peganjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud dan
pefjanjian harus dilaksanakan dengan ikfikad baik adalah bahwa
perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan dan mematuhi
norma-norma kepatutan dan kesusilaan

Isi dari perjanjian turut ditentukan oleh iktikad baik, kepatutan dan
kepantasan Bukannya ikttkad baik dan kepatutam yang mengubah
perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebeparnya isi dafi perjanjian
i

Jadi pembatasan terhadap asas tktikad baik yaitu cara melaksanakan
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan yang terlalu
menyinggung rasa keadilan

Asas ikiikad baik ini diartikan dalam 2 pengertian:

1. Asas iktikad baik dalam pengertian subjektif, iktikad batk pada waktu

membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dan para
pihak.

13 3 Satrio, Op cit., hlm 374
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2. Asas iktikad baik dalam pengertian objektf, yaitu tktikad baik dalam
tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan yaitu suatu penilaian baik
terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam hak melaksanakan
peqanjian.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa lahimya suatu perjanjian harus
melalui 3 (tiga) tahap. Tahap-tahap tersebut adalah;
a Tahap Pra Kontraktual
Pada tahap ini, para pihak harus mempunyai iktikad baik subjekf,
dimana para pihak tidak melakukannya untuk kepentingan yang akan
merugikan pihak lawannya Pada tahap ini juga mencerminkan adanya
asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas dalam menentukan isi

maupun bentuk perjanjian.

b. Tahap Kontraktual
Pada tahap ini terjadilah kata sepakat, teadinya kesepakatan dari

para pihak berarti mencerminkan berfakunya asas konsensualisme.
Dengan ini maka perjanjian tersebut mengikat pada para pihak, ini berarti
para pihak bersedia mematuhi isi dari perjanjian itu, maka disini
berlakulah asas pacta sunt servanda.

¢. Tahap Pasca Kontrak
Setelah ada perjanjian, berarti tinggal pelaksanaan dari perjanjian
tersebut. Maka para pihak dengan ikitkad baik objektif menjalankan apa
yang telah menjadi isi dan perjanjian fersebut.

2.1.3 Syarat SahNya Perjanjian

Suatu pefjanjian dianggap telah terjadi setelah adanya kata sepakat. Hal
ini sesuat dengan asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa umtuk sahnya suatu
perjanjian diperiukan 4 syarat sebagai berikut :
a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan membuat suatu perikatan
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¢. Suatu hal tertentu
d. Sebab yang halal
Ad. 1. Sepakat para pihak
Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian haruslah mempunyai kemaunan
yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus
dinyatakan. Pemnyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam.
Kemauan yang bebas sebagat syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah,
diangpap tidak ada jika perjanjian itu telah temjadi karena paksaan (dwang),
kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog).'®
Undang-undang mengatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu sepakat
yang dibuat karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan
(bedrog) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat
kehendak adalah pemyataan kehendak vang dikeluarkan seseorang yang
mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni.
Menurut pasal 1321 KUH Perdata terdapat tiga macam cacat kehendak,
yaitu;
1) Kekhilafan atau kesesatan (dwaling)
Kekhilafan dapat terjadi mengenat orang atau barang yang menjadi
tujuan pihak-pihak yang mengadakan pefanjian. Menurut pasal 1322
ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak
mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu
tejadi mengenai hakikat barang atau objek yang menjadi pokok
pejanjian. Sedangkan pada pasal 1322 ayat (2) KUH Perdata
dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, apabila
kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirt orang dengan siapa seorang
bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah
dibuat terutama karena mengingat diri orang tersebut
2) Paksaan {dwang)}
Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat
menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya

16 R_Subekti, Op cit,. bim 135
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ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan tersebut harus
mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Hal-hal yang berkailan dengan paksaan telah diatur dalam pasal
1323-1327 KUH Perdata Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan
dapat dimintakan pembatalannya atay dengan kafa lain perjanjian
tersebut dapat dibatalkan.

3) Penipuan (bedrog)

Menurut R, Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan
sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai
dengan kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya umtuk
memberikan perijinan.

Menurut pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa
penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian,
apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salzh satu pihak adalah
sedemikian rupa hingpa terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak
telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Mengenat syarat ini maksudnya adalah bahwa orang yang membuat
perjanjian itu harus cakap hukum. Kecakapan ini diatur dalam pasal 1329
KUH Perdata yang menyebutkan bzhwa sefiap orang adalah cakap untuk
membuat perjanjian, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.
Orang yang dinyatakan cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata adalzh
sebagai berikut :

1) Orang yang betum dewasa

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang pada siapa undang-undang itu
telah melarang membuat persetujuan-persefujuan tertentu.

Khusus mengenai kriteria ke tiga yaitu bagi seorang perempuan,
dianggap sebagai pasal tidur bagi para hakim, sejak adanya Surat Edaran
Mahkamah Agung RI no.3 Tahun 1963, yang menganggap bahwa seorang
istri bisa melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan
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pengadilan tanpa izin suami atau bantuan dari suaminya, ketentuan ini

diperkuat lagi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan

Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 31 Ayat (1 dan 2) Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangpga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak uniuk melakukan perbuatan hukum.

Karena itu ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata
sudah tidak berlaku lagi bagi para pihak yang menundukkan diri pada
Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut KUH Perdata, orang yang belum dewasa itu batas usianya
sampai 21 tahun, apabila seseorang sudah mencapai 21 iahun dan cakap,
sehat jasmani dan rohani maka orang itu boleh mengadakan perjanjian,
namun walaupun orang itu sudah mencapai 21 tahun atau lebih mereka tidak
cakap atau tidak schat jasmani maka tidak boleh mengadakan perjanjian.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 7 menjelaskan
bahwa pria dewasa adalah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan
wanita dewasa ialah wanita yang telah mencapai wmur 16 tahun. Karena
dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut maka pasal
1330 KUH Perdata tidaklah berlaku secara mutlak
Ad. 3. Suatu hat tertenfu

Perjanjian harus mengenai hal tertentu, dalam hal ini yang dimaksudkan
adalah mengenai obyek dan peranjian atau pokok perjanjian.. Berdasarkan
pasal 499 KUH Perdata menjelaskan “Menurut paham undang-undang yang
dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat
dikuasai oleh hak mikik. Menurut KUH Perdata, Benda dibedakan beberapa
macam, yaitu :

17 indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974,

Pasal 7 angka (2).
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1) Benda bergerak dan tidak bergerak
2) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai
3) Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada
4) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dipakai
Namum pada prakteknya di masyarakat, masyarakat umumnya hanya
mengelahui benda bergerak dan benda tidak bergerak atau benda tetap.
Kriteria mengenai benda adalah sebagai benkut:
1) Dapat dimiliki
2) Dapat Dikuasai
3) Dapat Dialihkan
4) Mempunyai nilai ekonomi
Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan mempunyai
tujuan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat dilekati oleh hak
kepemilikan. Segala sesuatu tersebut dapat merupakan hasil dar pekerjaan
seseorang ataupun berasal dan alam
Ad. 4. Suatu sebab atau causa yang halal

Menurut J. Satrio, suat: perjanjian tanpa sebab yang halal juga akan
berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping bahwa
isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak
terlarang), sebab ist perjamyian ifulah yang akan dilaksanakan Para pihak
mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian
tersebut berdasarkan pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Isi perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
urnum.

Suetu scbab yang halal merupakan syarat keempat dan terakhir untuk
sahnya suatu perjanjian. Tentang syarat keempat ini pasal 1335 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuvatan Maksud
dari causa itu adalah segala sesuatu isi dan tujuan dari perjanjian itu sendii.

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat
perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Untuk perjanjian-

1 3. Satrio, Op cit., him. 305-306
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perjanjian terleniv adakalanya ditenfukan syarat lain berupa formalitas-
formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaran (pasal 1851 ayat (2) KUH
Perdata).
Keempat syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH
Perdata dapat dibagi menjadi dua syarat yaitu:
1) Syarat subjekiif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek dalam
suatu perjanjian. Yang termasuk syarat subjektif adalah:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
2) Syarat objektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian. Yang
termasuk di dalam syarat ini adalah:
a) Suatu hal tertentu
b) Suatu sebab yang halal
Tentang akibat dari syarat tersebut tidak dapat dipenuhi yaitu apabila
syarat subjektif tidak dipemuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan,
sedangkan apabila syarat objektifnya tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal
demi hukurmn. Artinya batal demi hukum adalah bahwa perjanjian tersebut dari
semula tidak pernah ada.

2.1.4 Unsur Perjanjian
Menurut Prof Sudikno Mertokusumeo, unsur-unsur perjanjian sebagai

berikut:*®

a Essentialia

Unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian.

Syarat-syarat adanya atan sahnya peganjian adalah kata sepakat atau
persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan causa atau
dasar yang halal. Contohnya sebab yang halal merupakan essentialia untuk
adanya perjanjian Dalam pegjanjian jual beli, harga dan barang yang
disepakati kedua belah pihak harus ada Sama seperti bentuk tertentu

merupakan essenfialia dari perjanjian formal.

¥ Sudikno Mertokusumo, Op cit., hlm.98
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b. Naturalia

Unsur yang lazimnya melekat dalam perjanjian, yaifu unsur yang
tanpa dipeganjikan secara khusus dalam peganjian secara diam-diam
denpan sendirinya dianggap ada dalam petjanjian, seperti pada perjanjian
jual beli, penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersemburyi.
c. Accidentalia

Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian,
misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih oleh para pihak yang
bersanglautan,

2.1.5 Saat Lahimya Perjanjian

Berdasarkan asas konsensuil, perjanjian tersebut lahir pada saat
tercapainya kata sepakat atan persefujuan kedua belah pithak mengenai apa
yang menjadi pokok dan pefjanjian yang diadakan.

Konsensuil berasal dan kata “konsenses™ yang berarti kesepakatan-
kesepakatan tersebut dimaksudkan bahwa diantara para pihak yang
bersangkutan telah tercapai kesesuaian kehendak dalam artian apa yang
dikehendaki oleh para pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak
yang lain, kedua kehendak tersebut berteru satu sama lain

Sebagaimana yang diuraikan diatas, maka perjanjian dapat dibedakan
atas perjanjian yang bersifat riil dan perjanjian yang bersifat konsensuil,
dengan adanya kata sepakat antar kedua belah pihak sudah menimbulkan
sesuatu perjanjian. Tetapi dalam perjanjian yang bersifat riil dengan adanya
kata sepakat saja belum dapat melahirkan suatu perfjanjian Perjanjian tersebut
baru lahir apabila ada kata sepakat dari kedua belah pihak dan barang yang
menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan.

Oleh karena itu perjanjian lahir pada defik fercapainya kesepakatan,
maka perjanjian tersebut lahir pada detik diterimanya suatu penawaran, jika
penawaran yang diterimanya secara tertulis, maka perjanjian lahir pada saat
pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termuat dalam
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surat tersebut. Tempat tinggal atau domisili pihak yang mengadakan
penawaran berlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya suatu perjanjian.”

Sedangkan menunit asas konsensualitas bahwa perjanjian dinyatakan
telah ada dan terjadi apabila sudah tercapat kata sepakat atau Kesepakatan
kedua belah pihak sehingga tidak dipertemukan lagi suatu formalitas terientu,
tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan dari sabnya perjanjian
perdamaian, sedangkan yang harus dengan akta notaries adalah misalnya
perjanjian penghibahan barang tetap.

Asas konsensuil ini disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata yang
untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, oleh karena itu dalam pasal
tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, disamping kesepakatan
yang telah tercapai maka disimpulkan pula bahwa setiap perjanjian itu sudah
sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenat hal-hal dan

perjanjian.

2.1.6 Wanprestasi Dan Akibat-akibatnya

Di dalam pelaksanaan perjanjian para pihak yang mengadakan perjanjian,
terutama pihak kredifur sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian
diusahakan dengan sempurna secara sukarela, hal tersebut untuk menghindari
pemaksaan terhadap salah satu pihak terutama pihak debitur dalam mencapai
kesepakalan perjanjian Setelah fejadinya kesepakatan pihak debitur
diharapkan melaksanakan semua yang telah disepakati dalam perjanjian, yaitu
pemenuhan prestasi terhadap kontra prestasi pihak kreditur, dan apabiia pthak
debitur tidak memenuhi prestasinya, maka dinyalakan wanprestasi.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dikatakan wanprestasi
apabila debitur lalai dan dengap surat perintah atan sebuah akta yang sejenis
debitur dinyatakan lalai atau lewainya waktu yang ditenfukan debitur lalai
memenuhi kewajibannya

Istilah wamprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie™ artinya
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

2 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, ( Bandung: Bina Cipta, 1997), him. 28
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perikalan yang timbul karena perjanjian atau perikatan yang timbul karena
undang-undang.*

Yahya Harahap mengemukakan mengenai wanprestai sebagai berikut:

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya, kalau begitu seorang
debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia
melakukan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga
terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak
menurut sepatuinya/selayaknya

Menurut Subekti apabila debitur idak melaksanakan apa yang dijanjikan,
maka dikatakan telah melakukan wanprestasi atan ingkar janji.”

Seorang debitur dikatakan telah wanprestasi apabila telah :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagai mana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya **

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus ditetapkan lebth dahulu
dengan tegas apa isi dari perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja membantu para
pihak untuk mengerti dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibnnya
masing-masing. Pelaksanaan pada dasamya pemenuban hak dan kewajiban
yang telah diperjanjikan oleh para pihak untuk mencapai tujuan yang telah
diperjanjikan.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa 3 hal, yaitu:
a Memberikan sesuatu
b. Berbuat sesuatu
¢. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi adalah sesuatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam
suatu perikatan Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur

2 Abdulkadir Muhemmed, Hulaon Perikatan, (Bandung: Alummi, 1982), him.86

2 M. Yahya Hamhap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alummi, 1989), hlm. 60.
B Subekt, Hukumn Perjanjion, (Jakarta: PT. Inlermassa, 1979), hlm. 45

M1bid, hal. 45
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tidak memenubi prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian maka

ia dikatakan “wanprestasi” (kelalaian).”

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di
atas, maka dapatlah kita kelahui wunsur-unsur yang terkandung di dalam
batasan pengertian wanprestasi itu, sebagai berikut;

a Adanya salah satu pihak atau lebth yang lalai, ingkar janji, tidak menepati
janji, ataupun fidak melaksanakan prestasi’kewsjiban kepada pihak
lainnya.

b. Pernyataan lain, ataupun tidak menepati janji, karena terlambat waktu atau
tidak sepantas/selayaknya yang timbul karena perikatan yang lahir
menurut perjanjian ataupun undang-undang.

Wanprestasi dapat timbul dant dua hal:

a Kesalahan yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Kesalahan ini
terbagi menjadi dua bagian:

1. Kelalaian ialah peristiwa dimana seorang debrtur seharusnya tahu atau
patut menduga bahwa dengan perbuatan atae sikap yang diambilnya
akan menimbulkan kerugian bagi kreditur,

2. Kesengajaan, maksudnya perbutan itu diketahui atau dikehendaki oleh
debitur, dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa debitur bertujuan untuk
merugikan kreditur.

b. Keadaan memaksa, diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata Dimana dalam
hal ini debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur dikarenakan
hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, lidak disengaja dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan atau dimana 1a tidak dapat berbuat apa-apa
terhadap keadaan/peristiwa yang timbul diluar dugaan.

Wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjtan hubungan sehari-hari, baik
yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh badan-badan
hukum dapat bermacam-macam bentuknya

Menurut Wirjono Projodikoro mengemukakan sebagai benkut:
Wanprestasi pada dasamnya dapat dibedakan pembagiannya atas tiga bentuk
kelalaian/kealpaan: “

5 Riduan Syshrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hufum Perdata (Bandung: Alumni, 1985), hlm_

228
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1. Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.

2. Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya.

3. Pihak berwajib melaksanakan tetapi tidak secara yang semestinya
dan/atau tidak sebaik-baiknya **

Wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang
telah diperjanjikan

3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh ditakukan 2’

Berangkat dari pendapat di atas, menunjukkan bahwa apa yang
dikemukakan oleh R. Subekti mempunyai kesamaan dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Wigono Projodikoro, dengan membagi macam-macam
bentuk wanprestasi mu apabila dilihat dan segi kemampuan (capability)
debitur, ada tiga macam bentuk, yaitu:

a Tidak melakukan sesuatu kewajiban/prestasi
Tidak melaksanakan suatu prestasi, maksudnya disini debitur sama
sekali tidak melakukan prestasinya dengan baik pada pihak lain, misalnya
dalam perjanjian hutang piutang uang, pihak debitur sudah diberikan
teguran dan peringatan secara tertulis pamun belum juga mau membayar
hutang uang tersebut Bahkan sampai pada batasan pengadilan pihak
debitur masih tetap tidak membayar hutang vang yang dimaksud. Berarti
disini debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya.
b. Melaksanakan suatu prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
"Maksud dari melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi
perjanjian itu, adalah bahwa pelaksanaan prestasi itu dilakukan oleh pihak
debitur, tetapt hanya sebagian apa yang dapat dipenuhi, atau tidak secara
utuh/keseluruhan dari isi yang telah diperjamjikan, misalnya dalam
perjanjian jual beli tanah, pihak debitur dalam isi perjanjian telah
menyanggupi membayar seharga lima ratus juta rupizh untuk sebidang

*Wijono Projodikoro, Hukwm Perdata Tentang Perselujuan-persetujuan Terteniu,
(Bandung:Sumur, 1965), him. 20,
T'R_ Subekti, Op cit, hal. 45.
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tanah dengan cicilan. Tetapi kreditur hanya baru dibayar tiga ratus juta
rupiah, walaupun ditegur dan diperingatkan bahkan sampai ke
pengadilanpun, pihak debitur masih tetap tidak membayar cicilannya
sebesar dua ratus juta rupiah tersebut. Dalam hal ini berarti debitur telah
melakukan prestasi, namun prestasi yang ia lakukan tidakiah sesuai dengan
isi perjanjian.
¢. Melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat

Melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat artinya pihak debitur
melakukan kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan itu secara utuh
sesuai dengan isi perjanjian. Namun pelaksanaannya saja yang terlambat
atan mengalami penundaan wakiu misalnya dalam perjanjian kredit, pihak
debitur berjanji kepada bank umtuk melunasi pinjaman dan bunga dalam
jangka waktu tiga bulan, akan telapi karena

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur sebagai pihak yang
wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman
Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka si
berhutang ditetapkan terlebih dahulu melakukan wanprestasi atau lalai,
apabila menyangkal hal tersebut st berhutang harus membuktikan di depan
hakim.

Dalam hal bagaimana cara memperngatkan debitur supaya memenuhi
prestasi, apabila tenggang wakiu pelaksanaan pemenuhan prestasi iu tidak
ditentukan dalam perjanjian, maka dalam hal ini dengan cara
memperingatkan kepada debitur supaya memenuhi prestasinya Bentuk
peringatan di sini secara tertulis dengan surat perintah yang berisi tagihan
pemenuhan prestasi, peringatan tertulis tersebut cukup dengan surat tercatat
atau surat kawat, asal jangan sampai diingkari pihak debitur,

Pengertian dan pernyataan tertulis atau surat perintah sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah suatu peringatan resmi dari
pengadilan. Cara yang umum digunakan untuk melakukan peringatan atau
somasi dilakukan oleh juru sita dari pengadilan, dalam hal ini ia membuat
proses verbal lentang penagihan prestasi yang belum terpenuhi. Apabila pihak
debitur sebagai pihak yang wajib melakukan prestasi diancam dengan
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beberapa sanksi sebagai akibat dari kelalaiannya, adapun sanksi tersebut
adalah :
1. Debitur diharuskan membayar gant rugi yang telah diderita oleh kreditur.
2. Dalam peqanjian timbal balik, wanprestasi dan satu pihak memberikan
hak kepada pihak lainnya untuk membatatkan atau memutuskan perjanjian
lewat hatam
3. Segala resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di muka hakim.*®
Sedangkan akibat yang timbul dan wanprestasi adalah adanya keharusan
bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi
oleh satu pihak, maka pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.
Kerugian-kerugian yang dapat dimintakan penggantiannya hanyalah
kerugian yang dapat diperkirakan, dapat ditaksirken pada saat perjanjian
dibuat dan benar-banar dapat diangpap sebagai akibat langsung dari
wanprestasi pihak debitur, sebagaimana disebutkan dalam Pasat 1247 KUH
Perdata menentukan bahwa “St berhutang, banya diwalibkan mengganti
biaya, rugi dan bunga yang nyata, atau kesediaannya harus dapat diduganya
suatu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tersebut tidak dipenuhinya atau
perjanjian itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya ”
Selanjutnya dalam Pasal 1248 KUH Perdata menentukan bahwa “jika hal
tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya Si berhutang,
penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita
oleh Si berhutang dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdin atas
apa yang merupakan akibat langsung dar tak terpenuhinya perjanjian”
Sebagaimana bahwa ganti rugi tersebut dibatasi, hanya meliputi kerugian
yang dapat diduga dan merupakan aldbat langsung dari wanprestasi,
persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dar wanprestasi memang
sangat rapat hubungannya satu sama lain, lazimnya apa yang tidak dapat
diduga juga bukan akibat langsung dari kelalatan Si debitur, menurut sebab
dan akibat yang sekarang lazim dianut yaitu “suatu peristiwa dianggap
sebagai akibat dant suatu peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan

B Abdul Kedir Muhsmmed, Op ¢it, hlm. 24
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oleh peristuwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat
terjadi.’
2.1.7 Berakhirnya Perjanjian

Saat berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan saat berakhirnya
perikatan. Dengan berakhirnya perikatan belum tentu svatu perjanjian juga
berakhir, sedangkan dengan berakhirnya perjanjian secara otomatis suatu
perikaian juga akan berakhir. Hal ini adalah sebagai konsekuensi bahwa
perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain sumber lainnya yaitu
undang-undang.

Menurut R Setiawan, perjanjian dapat hapus karena : *
1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.

Maksudnya adalah bahwa dalam mengadakan pegjanjian pihak telah
menetifukan batas waktu berlakunya perjanjian tersebut. Misalnya
perjanjian berlaku untuk waktu 4 bulan.

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,

Misalnya : Menurut pasal 1066 ayat 3 KUHPerdata, bahwa para ahli waris
dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu- tertentu
untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu
perjanjian tersebut pada pasal 1066 ayat 4 KUHPerdata
dibatasi berlakunya hanya 5 tahun. Dengan demikian setelah
teoggang waktu dalam perjampian itu hapus, untuk itu jika
persetujuan masih dikehendaki maka harus diadakan
pembaharuan Jagt.

3. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa dengan terjadinya

peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. i

4. Pemyataan menghentikan perjanjian (opzegging).

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu

pihak dan hanya ada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, separti

perjanjian sewa-mefnyewa.

B Subekti, OpCit, hal 48
¥ R Setiawan, LocCirt, hal 69
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5. Penanjian hapus karena putusan hakim.

Suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak dapat menjadi hapus
oleh karena adanya putusan dari hakim. Hal ini terjadi manakala janji
tersebut melibatkan peran seorang hakim.

6. Tujuan perjanjian telah tercapai.

Perjanjian akan menjadi hapus jika tujuan dan adanya perjanjian telah
tercapai.

7. Dengan persetujuan para pihak.

Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat mengajukan penghentian
perjanjian yang mereka buat, asalkan penghentian tersebut diketahui dan
disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Namun penghentian
perjanjian ini hanya ada pada perjanjian ini hanya ada pada perjanjian
yarig bersifa! semeéntara, misalnyd perjanjian kerja, perjdnjian sewa-
menyewa.

Berakhimya perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan berakhimya
pernikatan, karena suatu pertkatan dapat berakhir, sedang perjanjian yang
merupakan sumbemya masih tetap ada, misalnya dalam perjanjian jual beli,
dengan dibayarmya harga maka penkatan mengenai pembayaran menjadi
berakhir sedangkan perjanjian belum berakinr karena perikatan penyerahan
barang belum terlaksana.

Semua perikatan-perikatan dalam perjanjian telah berakhir maka
peranjian akan berakhir, dalam bal berakhirnya perjanjian sebagai akibat dari
berakhirnya penkatan. Sebaliknya berakhimya peranjian dapat pula
mengakibatkan berakhirnya perikatan yaitu apabila suatu perjanjian berakhir
dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat pembatalan karena
wanprestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi berakhir dan
perikatan tersebut tidak perlu dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus
ditiadakan, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa perjanjian berakhir atau
hapus uniuk waktu selanjutnya, jadi kewajibannya tetap ada.
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2.2 Tinjauan Umum Mengenai Kredit dan Perjanjian Kredit
2.2.1 Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arli bahwa
apabila seseorang atan suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari
bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari
bank pemberi kredit.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memben definisi kredit adalah
penyedian uwang atau tagihan vyang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga **

Levi dalam bukumya Mariam Darns Badrulzaman merumuskan arti
hukurm dari kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk
dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak
mempergunakan pinjaman itu wntuk keuntungannya dengan kewajiban
mengembalikan jurnlah uang itu dikemudian hari.*?

Sedangkan M. Jakile dalam bukunya Mariam Darus Badrulzaman
mengemukakan bahwa kredit adalah satu ukuran kemampuan dari seseorang
untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari
janjianya untuk membayar kembali kutangnya pada tanggal tertentu.*

Lain hainya dengan O.P. Simorangkir dalam bukunya Hasanuddin
Rahman mendefinisikan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang,
barang) dengan balas prestasi (konira prestasi) akan tegadi pada wakfu
mendatang. **

Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka
transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi
pembahasan. Kredit berfungsi koperatif anfara si pember kredit dan si

 Indonesia, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, UU No.10 Tehun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790 Pasal 1
angka (8)

% Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakii,
2000), him. 24

* Ibid, him. 25

3 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Bank di Indotiesia, (Bandung: PT Cilra
Adityn Baktiu, 1995), hlm. 106
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penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik
keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas
didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan resiko dan pertukaran
ekonomi di masa-masa mendatang **
Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan sedikitnya ada 4 macam
unsur kredit yaitu :*¢
a Kepercayaan di sini berarti bahwa sefiap pelepasan kredit, dilandasi
dengan adanya keyalanan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat
dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan

b. Waktu di sini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan
pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang
bersarnaan, melainkan dipisahkan oleh tenggraiig wakt.

¢. Resiko di sint berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan
terkandung resiko di dalamnya yaitu resiko yang terkandung dalam jangka
waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti
serakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

d. Prestasi di sini berarts bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan
debitumya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan
terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.®’

Setiap pelepasan kredit bank kepada nasabah debiturnya selalu dimulai
dengan permohonan kredit oleh nasabah debitur yang bersangkutan Apabila
bank menganggap permchonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk
dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, teriebih dahulu haruslah dengan
diadakannya suafu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian
kredit atau pengakuan hutang, namun demikian, yang lebih penting daripada
dasar adanya suatu pegjanjian kredit atas pelepasan kredit bank kepada
nasabah debitumya adalah berfungsinya perjanjian kredit sebagai alat bukti
dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani
olel para pihak adalah mierupakarn suata akia.

3 Ibid.
35 Ibid, him.107
¥ Ibid, him.107
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Pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian atau rurnusan
perjanjian kredit secara khusus baik dalam KUH Perdata atau Undang-
Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan hanya memberikan
pengertian mengenai kredit saja Namun berdasarkan pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah hubungan hukum
kontraktual antara bank dan pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank
menyerahkan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan
mewajibkan pihak lain untuk mengembalikannya dengan jangka terientu
disertai dengan adanya pemberian bunga atau imbalan,

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu
dari bentuk peranjian pinjam meminjam Dalam bentuk apapun juga
pemberian kredit yang diadakan itu pada hakikatnya adalah suatu perjanjian
pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Pexdata.
Dengan demikian pembuatan suate perjanjian kredit dapat mendasarkan
kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula
berdasarkan kesepakatan diantara para pibak, artinya dalam hal-hal ketentuan
yang memaksa maka harus sesuai dengan kefentwan yang tercantum dalam
KUHPerdata tersebut, sedangkan datam bal ketentuan yang tidak memaksa
diserahkan kepada para pihak. ] '

2.22 Jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari
kriteria lembaga pemberi-penerima lkredit, tujuan penggunasn kredit,
kelengkapan dokumen perdagangan, besar kecilnya aktivitas perputaran
usaha, jangka waktu pemberian kredit, jaminan, atau dar berbagai kriteria
lainnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kriteria-kriteria tersebut :
a Jika dilihat dari segi pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:

1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau
konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta
kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan
permodalan, dan atan kredit dari bank kepada individu untuk
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membiayai pembelian kebutuhan hidup vang berupa barang maupun
jasa

2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada
bank-bank yang beroperast di Indonesia, yang selanjutnya digunakan
sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

3) Kredit langsung, kredit imi diberikan oleh Bank Indonesia kepada
lembaga pemerintah, atau resmi pemerintah.

b. Jenis kredit apabila dilihat dari segi tujuan penggumaan kredit :

1) Kredit Konsumtf, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah,
atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai
keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-han.

2) Kredit produktf baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi

Kredit produktif yaitu' kredil yaog diberikan kepada usaha-usaha
yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dan usahanya.

Kredit investesi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan
sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan
mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitast dan ekspansi. Adapun
jangka wakiunya 5 tahun atan Iebih.

Kredit eksploitasi yaitu kredit yang dityukan untuk penggunaan
pembiayaan kebutuban dumia usaha akan modal kegja berupa persediaan
bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi
serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

. Jika dilihat dari segi dokumen maka kred:t jenis ini adalah kredil yang
sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki
substitusi nilai jumfah uang dan dokumen tersebut merupakan jaminan
pokok pemberian kredit. Kredit int banyak digunakan oleh orang yang
mengadakan transakst dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini
terdin dar :

1) Kredit ekspor,adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan
bagi usaha ekspor.

2) Kredit impor, adalah semua bentuk kredit sebagat sumber pembiayasn
bagi usaha untuk mengimpor.
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d. Jika dilihat dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu
melihat dinamika, sektor yang digelut:, aset yang dimiliki dan sebagainya,
maka jenis kredit ini terdiri dari :

1) Kredit kecil, yattu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang
digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang
asemya lebih besar dari pengusaha kecil

3) Kredit besar

e. Jika dilihat dari segi jangka waktunya, jenis kredit meliputi :

1) Kredit jangka pendek (short term loam), yaitu kredit yang berjangka
waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening
koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel.

2) Kredit jangka menengak (medium term loan), yaitu kredit berjangka
waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

3) Kredit jangka panjang (long ferm loan), yaitu kredit yang berjangka
waktu lebih dari 3 tahun.

f. Jika-dari segi jaminannya, maka jenis kredit dapat dibedakan antara lain:

1) Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (unsecured loan)

2) Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak
kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya

2.23 Lahirnya Perjanjian Kredit

Di bidang perbankan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kredit
atau pencairan kredit, bukan berarti akan disertai dengan realisasi kredit atau
pencairan kredit. Pemohon tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila
tidak ada pemyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik
kreditnya.

Berdasarkan hal tersebut masih ada kemungkinan tidak terjadi proses
pencairan karena bank mendapatkan informasiyang tidak menguntumgkan
atas diri pemiohon atau besamya jumlah yang akan diserahkan atau dicairkan
berlainan dengan jumlah semula yang telah disetujui dalam perjanjian.
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Sesuai dengan asas konsensualisme yang mengandung pengertian
bahwa dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak mengenai pokok-
pokok dalam suatu perjanjian, maka sejak saat itulah perjanjian itu telah lahir.
Akan tetapi dalam prakteknya peganjian kredit baru lahir pada saai
dilakukannya realisasi kredit®®. Jadi pada saat dilakukannya penandatanganan
perjanjian kredit, perjanjian kredit belumlah lahir.

2.2.4 Bentuk dan Sifat Perjanjian Kredit

2.2.4.1 Bentuk Perjanjian Kredit

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyediakan
formulir atau blanko perjanjian kredit yang isi dari pefjanjian tersebut
telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formmlir tersebut
disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak
diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank
hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-
syarat tersebut dalam formulir itu atan tidak Sedangkan hal-hai yang
kosong di dalam formutir, seperii jumlah pinjaman, besamya bunga,
tujuan pemakaian kredit dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang
tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak, Isi
peganjian kredit yang telah ditentukan teriebih dahulu dalam suatu
bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjukkan bahwa perjanjian kredit
dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar.*® Perjanjian
standar adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu oleh kreditur. ’

2,2.4.2 Sifat Perjanjian Kredit

Menurut Marhainis Abdul Hay dalam bukunya Mariam Darus
Badrulzaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit identik dengan
perjanjian pinjam menggantt dalam Bab XIIT Buku OI KUH Perdata,

® Edy Putra The’ Aman, Kredit Perbankan (suatu tinjauan yuridis),(Yogyakarta: Liberty,
1989), him, 35
¥ Ibid; hlm, 32
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maka sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan
bahwa perjanjian kredit bersifat riil **

Beda halnya dengan Mariam Darul Badrulzaman, perjanjian
kredit bank adalah perjanjian pendahuluan danpenyeraban uang.
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum
antara keduanya. Perjanjian  ini bersifal konsensuil obligator
maksudnya adalah ada kata sepakat diantara para pihak telah
menimbulkan suatu perjanjtan  dan perjanjian tersebut akan
menimbulkan hak dan kewajiban.

Penyerabhan uangnya sendiri adalah bersifat niil. Pada saat
penyerahan wang dilakukan, berlakulah ketenhian yang dituangkan
dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak *

2.2.5 Isi Perjanjian Kredit

Pada praktekmya, bentuk dan isi perjanjian kvedit alau pengakuan
hutang yang ada saat ini mastih berbeda-beda antara satu bank dengan bank
lainnyz, Namun demikian, pada dasamya prototype suatu perjanjian kredit
harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu jumlah hutang, besamnya
bunga waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula opersbarkeid dan
barang jaminan.

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi
dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai
berikut;

1. Jumlah maksimum kredit (plafon) yang dibenkan oleh bank kepada
debiturnya

2. Media penarikan kredit yang diberikan tersebut, yang mana penarikan
dana tersebut dilakukan di kantor bank yang bersangkutan dan
pembayaran yang dilakukan pada hart dan jam kantor dibuka. Penarikan
dan pemmbayaran mana akan dicatat pada pembukuan bank dan rekening
debitur.

® Mariam Darus Badrulzaman, Op cit. him.28
 Tbid, hlm.32
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. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2 (dua) cara
pembayaran yang lazim digunakan, yaitu diangsur atau secara sekaligus
lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian tersebut
sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang
terhutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank, dan mutasi kenangan
dan pembukuan bank ini, dapatlah diketahui berapa besar jumlah yang
terhutang oleh debitur. Untuk itu, mutasi kevangan dan pembukuan bank
tersebut yang dalam beniuk rekening koran diberikan salinaonya setiap
bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.

. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan benda (bila ada) kecuali
pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus
dibayar di muka oleh debitur. Sedangkan dernida harus dibayar oleh debifir
bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

. Klausula opersbarheid, yaitu klansula yang memuat hal-hal mengenai
hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan haknya debitur untuk
mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debifur untuk
memenuhi ketentuan-ketemuan dalam perjanjian kredit, sehingga debitor
harus membayar secara seketika dan sekatigus lunas.

Klausula tersebut antara fain, debitur tidak membayar kewajiban
sebagaimana mestinya, debitur atan pemilik jaminan dilakukan sitaan,
debitur atau pemilik jaminan ditarvh di bawah pengampuan (onder
curatele gesteid).

. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang

menyerfainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan

asuransi atas barang jaminan tersebut.

. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak
untuk pengawasan atau pembinaan kredit oleh bank.

. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh
debitur.
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2.2.6 Berakhirnya Perjanjian Kredit
Pada umumnya suatu peganjian dapat hapus karena tujuan dari
perjanjian tersebut telah tercapai, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
atau dapat juga karepna alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu,
Akan tetapi di dalam prakteknya, perjanjian kredit bank dapat berakhir
atau hapus karena beberapa hal antara lain
1. Adanya pemyataan penghentian pefjanjian secara sepihak oleh bank
Di dalam praktek hampir setiap perjanjian kredit mencantumkan
kiausula events of de fault yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa
yang apabila ferjadi memberikan hak kepada pihak bank untuk secara
sepihak mangakhiri perjanjian kredit dan umuk seketika dan sekaligus
menagih selurah kewajiban yang harus dibayar oleh debitar.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjiannya.
3. Ditentukan oleh para pihak di dalam perjanjiannya itu sendiri.

2.3 Tinjauan Umum Mengenat Jaminan Kredit

2.3.1 Pengertian Tentang Jaminan

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala kebendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah
ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tangsungan untuk
segala perikatan perseorangan,

Berdasarkan dari Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa debitur bertanggung jawab atas perikatan-perikatan
hutangnya dengan seluruh harta benda miliknya Jadi seluruh harta debitur
menjadi jaminan seluruh hutangnya, ini disebut jaminan umum dalam arti
meliputi seluruh harta debitur dan untuk keuntungan semua kreditur.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi
jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya
Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan,

2 Edy Putra The’ Aman, Op cit, him,35
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yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila dianlara
para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menerapkan asas persamaan
kedudukan dari para kreditur. Kedudukan kreditur diantara para sesama
kreditur terhadap si debitur adalah sama, tidak ada yang lebih didahulukan
dalam pemenuhan hutangnya. Kreditur ini disebut kreditur konkuren. Dengan
demtkian kreditur konkuren ini memperoleh jaminan umum,

Jaminan secara luas meliputi jaminan materiil dan jaminan immateriil,
Jaminan materiil berupa jaminan kebendasn tertentu yang ditunjuk secara
khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditur tersebut
sedangkan jaminan immatenil yaitu persyaratan yang harus dipenuhi nasabah
debitur atau yang terkenal dengan istilah “The 5C’s of Credit Analysis” yang
terdiry dari:

1. Character (watzk)

Watak adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit.
Apabila ia dapat memenuht kewajibannmya dengan batk, yang timbul dari
perjanjian kredit yang akan diadakan

Di dalam praktek perbankan hal ini menyangkut sampai sejauh mana
kebenaran dari keterangan-keterangan pemohon tertentu data-dala
perusahaan yang dimintakan oleh bank. Dalam hal ini bank juga
menyelidiki asal-usul kehidupan pribadi, apakah pemchon seorang yang
royal, keadaan masa lalunya, informasi dan referensi antar bank juga
dibutuhkan

2. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai
bidang usaha, kesungpuhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga
usaha pernohon berjalan dengan baik dan memperoleh untung.

3. Capital (modal)

Pemohon disyaratkan wajib mempunyai modal sendiri. Kredit dari
bank berfungsi sebagai tambahan Adanya modal sendiri dari pemohon
menunjukkan bahwa pemchon adalah pengusaha, yang untuk
mengembangkan usahanya ifu perfu mendapat bantuan dari pihak bank
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4. Collateral (jaminan)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan,
guna kepastian pelunasan di belakang har, kalau penerima kredit tidak
melunasi  hutangnya. Jaminan itu dapat juga berupa orang yang
menyediakan disinya untuk menjamin pembayaran dari penerima kredit

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada jangka waktu tertentu,
dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondist
ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang
dipergunakan kredit tersebut.

Jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian

kredit. Menurut Subekii, jaminan yang ideal adalah:*

4. Jaminan vang dapat secara modah miembanhi perolehan kredit tersebut
oleh pihak yang memerlukan kredit

b. Jaminan yang tidak melemahkan potensi ( kekuatan ) si pemberi kredit
untuk melakukan ( meneruskan ) usabanya.

¢. Jaminan yang memberikan kepastian si pemberi, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaite apabila perlu, dapat
mudah divangkan untuk melumasi hutangnya st penerima kredit.

2.3.2 Macam-Macam Jaminan

23.2.1 Jaminan Umum

Yang dimaksud dengan jaminan umum adalah jaminan dari pihak
debitur yang timbul dari wmdang-undang, yaitu setiap barang
bergerak/tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya
kepada kreditur, Sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang
menyebutkan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun
yang akan baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perseorangan’.

O R_Subekti, OpCit, hlm. 19
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Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan
apabila debitur wanprestasi, maka dengan jaminan umum kreditur dapat
meminta kepada Pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta
debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lain yang bersifat
preferensial.

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998, disebutkan
bahwa dalam hukum perbankan diberlakukan suatu prinsip bahwa
“kepercayaan” dipandang sebagai jaminan pokok dan pembayaran
kembali hutang-hutang debitur kelak. Sementara jaminan-jaminan
lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah,
gadai, hipotik dan fidusia merupakan jaminan tambahan semata, yakni
tambzhan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang
dibtayai dengan kredit tersebut.

23.2.2 Jaminan khusus

Jaminan Khusus memipakan jaminan dalam bentuk penunjukan
atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atau
pelunasan kewajiban atan hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang
hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan
mavpun perorangan Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya
perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat
berupa jaminan kebendaan (zakelifk} maupun jaminar perorangan
(borgtocht/personal guaratee).
1. Jaminan Kebendaan (zakelijk)

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan,
baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan acara
pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun dari
pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban
debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Yang
termasuk atau dapat digolongkan dalam jaminan kebendaan adalah:
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a) Hipotik

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU
Nomor 5 Tahun 1960) maka segala ketentuan yang mengatur
mengenai tanah didalarn Buku I KUH Perdata dicabut. Menurut
Pasal 1162 KUH Perdata, Hipotik adalah suatu hak kebendaan
atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Sifat-sifat Hipotik berdasarkan Pasal 1164 KUH Perdata :

1)} Accessoir.

2) Tak dapat dipindah-pindahkan secara tersendiri kepada orang
lain, pemindahannya harus bersamaan dengan tagihan.

3) Dapat didirikan atas benda-benda berwajud maupun tak
berwujud.

4) Pijaman Hipotik tak dapat dibagi-bagi.

Objek dari Hipotik dengan demikian hanyalah benda tidak
bergerak seperti yang ditentukan Pasal 1164 KUH Perdaia
Akan tetapi, dengan berlakunya UUPA, maka hak-hak atas
tanah yang dapat dibebani dengan hipotik ditentukan sendiri
oleh UUPA yaitu Hak milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha
(Pasal 33 UUPA) dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA).
Mengenai  prosedur pembebanannya semula diatur oleh
ketentuan dalam Qverschrijvings Ordonnantie (S. 1834 No. 27)
sekarang yang berlaku adalah PP No. 10 Tahun 1961.

Yang dapat menjadi objek hipotik atau yang dapat dibebani
hipotik antara lain:

1) Segala yang disebut atau diatur berdasar pasal 1164 KUH
Perdata, terdiri dari: benda-benda tak bergerak yang dapat
dipindah tangankan, beserta segala perlengkapan, sekedar
yang terakhir iri dianggap sebagai benda tak bergerak

2) Dalam ketemtuan pasal 314 ayat (3) KUH Dagang adalah
kapal yang telah dibukukan dalam register kapal (telah
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didaftarkan). Dengan catatan bahwa bobot kolor minimal
20m3 ke atas,

3) Dalam Undang-undang No.15 Tahun 1992 {entang
Penerbangan pasal 12 menyatakan bahwa pesawat terbang
dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendafiaran dan
tanda kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotik®,

b) Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang
memberikan kekuasaan kepada si berulang lainnya, dengan
kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya
yang telah dikeluarkan vntuk menyelamatkannya setelah barang
itu digadatkan, biaya-biaya mana harus didahulukan

Dari definisi tersebut dapat diithat beberapa wmsur yang
pokok, yaitu:

1) Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai
kepada kreditur (pemegang gadai)

2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur (pemberi gadai)
atau orang lain atas nama debitur

3) Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah
barang bergerak

4) Kreditur (pemegang gadai) berhak untuk mengambil
pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-
kreditur lainnya.

Unsur yang pertama menunjukan bahwa gadai merupakan
perjanjian ril. Yang dimaksud dengan perjanjian riil adalah
perjanjian yang di samping kata sepakat diperlukan suatu
perbuatan yang nyata.*’

# mdonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No. 12 Tahun 1992, LN No. 53 Tahun 1992,
TLN No. 3481 , Pasal 12.
S Subekli. Aneka Perjanjian,( Bandung: Alumni cetaken kedua, 1977), hal 14.
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Dalam perjanjian gadai, barang secara fisik harus ada
dalam peguasaan kreditur dan apabila benda tersebut dibiarkan
tetap dalam kekuasaan si berulang atau pemberi gadai maka
gadai tersebut tidak sah Yang terakhir dan terpenting ialah
bahwa kreditur (pemegang gadai} mempunyai hak mendahulu.

Hak gadai seperti yang dimaksud di atas tmbul dan
perjanjian yang mengikuti peganjian pokok yaitu perjanjian
utang-piutang. Dan hubungan hukum utang-piutang inilah pihak
yang beruiang (debitur) memberikan hak gadai kepada pihak
yang berpiutang (kreditur) sehingga menimbulkan hubungan
hukum gadai.

Ketentuan mengenai gadai sebagai lembaga jaminan
diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal
1160 KUH Perdata
Hak den Kewajiban Pemegang Gadai:

1) Hak Pemegang Gadai:

e Pemegang gadai berhak untuk menahan barang gadai
sampai waktu utang dilunasi, baik mengenai utang pokok
maupun bunga

« Ia berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan
barang gadat apabila debitur tidak menepati kewajibannya
(Pasal 1155 KUH Perdata)

e Ja berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai itu (Pasal
1157 ayat (2) KUH Perdata)

e Ia berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu
bilamana hal itu sudah menjadi kebiasaan

2) Kewajiban Pemegang Gadai:

e Pemegang gadai bertanggung jawab tentang hilangnya,
atau kemunduran harga barang gadai; jikalau hal itu
disebabkan karena kelalatannya (Pasal 1157 ayat (1) KUH
Perdata)
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e Ia harus memberitahukan pemberi gadai apabila 1a hendak
menjual barang gadai (Pasal 1156 ayat (2) KUH Perdata)
¢) Hak Tanggungan
Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah, berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan
suatu kesatuan dengan tanah itw, untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain Hak tanggungan
diatur dalam Undang-umdang Hak Tanggungan atas Tanah
beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah yaitu
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
d) Fidusia
Fidusia dalam hal mi adalah untuk jamivan yang berupa
barang-barang bergerak yang secara sosial ekonomi dapat
menunjang kelancaran jalannya suatu usaha perusshaan.
Barang-barang tersebut dapat berupa kendaraan bermotor, stok
dan sebagainya. Oleh karena itu penyerahan barang jaminan
dalam fidusia dilakukan secara contitum possessorium, arlinya
barang yang diserahkan sebagal jaminan kredit tetap berada
dalam kekuasaan pihak yang menjamin atan nasabah debitur,
Jaminan yang bersifat kebendaan mempunyai ciri-ciri:
1) Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu
2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
3) Selalu mengikuti bendanya kemanapun benda itu berada
4) Dapat diperalihkan
5) Memberikan hak mendahulu {droit de preference) kepada
kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas
penjualan benda yang dijaminkan secara hak kebendaan
tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas
kewajibannya terhadap kreditur.*®

% Gunawen Widjaya dan Atmad Yani, Op cit., hlm. 76
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2. Jaminan Perorangan (borgtocht/personal guarantee)

Jaminan perorangan (Borgtocht/Personal Guarantee) adalah
jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh
seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-
kewajiban debitur pada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan
cidera janji (wanprestasi). Jaminan semacam ini pada dasamya
adalah penanggungan utang yang diatur dalam pasal 1820-1850
KUH Perdata.

Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa
penanggungan/borgtocht, bank garansi, jaminan perusahaan. Pasal
1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggungan adaiah
persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan
vang berutang (debitur) mengikatkan din untuk memenuhi
perikatan yang berutang apabila ia tidak memenuhinya.

233 Arti Pentingnya Lembaga Jaminan

Sifat jaminan itu adalah accessoir yaitu merupakan suatu petjanjian yang
adanya tergantung dari peganjian pokok Perjanjian pokok bertujuan untuk
terbayarnya hutang debitur dan jaminan itu merupakan suate tanggungan
terhadap pimjaman vang, yang dianggap telah memberikan kepastian hukum
bagi kreditur dan berfungsi untuk memberikan rasa aman terhadap modal si
kreditur, jadi dengan demikian fungsi jaminan bersifat posiaf dalam

melancarkan dan mengamankan pemberian kredit atau pinjaman tersebut.

234 Fungsi Jaminan
Berdasarkan wraian diatas, dapat disimputkan beberapa fungsi jarminan

yaitu:

1. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan,
dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana debitur
melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok
maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit
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2. Memberikan jaminan agar debitur berperan dan turut serta dalam
transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian
kemungkinan debitur untuk meninggalkan usahanya vyang akan
merugikan debitur itu sendiri dapat dicegah atau diperkecil

3. Memben dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di
dalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang
telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah
dijjaminkannya kepada bank

2.4 Tinjauan Umum Tentang Fidusia Sebagai Jaminan Kredit

2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia
Fidusia berasal dari kata “fides™ yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan
arti kata ini, maka hubungan hukum antara st debitur { pemberi fidusia ) dan

Kreditur ( penerima fidusia ) merupakan hubungan hukurn yang berdasarkan

kepercayaan. Pemben fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau

mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi
hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak
akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan.

Didalam Pasal I angka 1 dan 2 Undang — undang Nomor 42 Tahun 1999
diberikan defenisi fidusia dan jaminan fidusia yaitu

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepermimpinan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan vyang tidak dapat dibebani hak tanggung sebagaimana
dimaksudkan dalam undang — undang Nomor 4 Tahun 19%6 tentang Hak
Tanggungan yang btetap berada dalam pengusasaan pemberi terientu, yang
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memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiduasia
terhadap kreditur lainnya *’

Berdasarkan defenisi tersebul bahwa fidusia dan jaminan fidusia itu
dibedakan, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam
bentuk fidusia.

2.4.2 Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian hutang lainnya, perjanjian jaminan fidusia juga
merupakan suatu perjanjian yang accesoir ( perjanjian ikutan ). Pasal 4 UUJF
juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupaka perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para
pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, atau
tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, Sebagai suatu
perjanjian accesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai
berikut:*

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

2. Keabsahannya semata — mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian
pokok

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika
ketenfuan yang dinyatakan dalam perjanjian pokok telah atau tidak
dipenuhi,

Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ini maksudnya adalah
ada atau lahirnya, berpindah dan hapusnya bergantung kepada perikatan
pokoknya, dengan_konsenlrasinya adalah jika dilunasinya peranjian pkok
yang dijamin dengan fidusia maka demi hukum mengakhinnya jaminan
fidusia seperti juga beralibnya perjanjian pokok kepada kreditur baru, demi
hukum berakhirnya turut beralihnya jaminan fidusia.

7 Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168, TLN

No. 3889, Tahun 1999, Fasal 1 angka (1 dan 2).

® Gunawan Wijdjaya, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Reja Grafindo Persada, 2001), Him 25.
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Sedangkan perjanjian bersyarat adalah bahwa perjanjian penjaminan
fidusia merupakan perjanjian bersyarat, yaitu dengan syarat batal. Kalau
syaratnya terpenuhi ( lunasnya perjanjian pokok ), maka perjanjian itu dengan
sendirinya menjadi batal. Artinya, batal tanpa perlu ada pembatalan riil suatu
keputusan pengadilan.

Setelah pembertan jaminan fidusia, kedudukan pemben fidusia terhadap
benda jaminan fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam pakai atau
peminjam mengganti merupakan bagian dari perjanjian pemberian jaminan
fidusia yang bersifat accesoir, maka sesuai dengan sifat accesoir dan bersyarat
perjanjian penjaminan, keduduka juga berakhir dan dihapusnya perjanjian
pokok untuk mana diberikan jaminan. Dalam hal hapusnya perjanjian pokok
adalah karena pelunasan, maka kedudukan pemben fidusia terhadap benda
jaminan berubzh dari peminjam pakai atau peminjam mengganti menjadi
pemilik kembali.

Selain itu ketenmtuan pasal I angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibeban: hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU
No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan pemben fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia
terhadap kreditur lainnya. *?

Hal itu berarti UUJF secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah
apunan atas kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didehulukan terhadap kreditur
lainnya Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuvidasi
pemberi fidusia Hal ini didasarkan pada pasal 27 angka (3) UUJF*.

Hak yang didabulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak
penerima fidusia untum mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi
benda yang menjadi objek jarminan fidusia Hak untuk mengambil pelunasan

“ Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusie, UU No. 42 Talum 1999, LN No. 168, TLN

No. 3889, Tahun 1999, Pasal 1 angka (2).

* Ibid, Pasal 27 angka (3).
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ini mendahulukan kreditur — kredifur lainnya Sesual dengan ketentuan pasal
28 UUJF, pnnsip i berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor
Pendaftaran Fidusia *’

Di samping sifat accesoir dan sifat mendahului dalam jaminan fidusia
ada satu sifat lagi dari jaminan fidusia yaitu selalu mengikuti bendanya
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia
dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sesuai dengan Pasal 21 UUJF maka pemberi fidusia dapat mengalibkan
benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan
prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.>? Pengalihan disini
maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atan menyewakan dalam
rangka kegiatan usehanya.

Undang- undang menenfukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janyi
oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai
pengalihan persediaan tersebut tidak berfaku. Cidera janji tersebut dapat
berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok,
perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak dialibkan yang
berupa benda persediaan tersebut wajib digantt oleh pember fidusia dengan
objek yang setara. Pengertian setara disini tidak hanya nilainya tetapi setara
jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan pencrima fidusia

2.43 Benda Obyek Jaminan Fidusia

Pada awalnya benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada
kebendaan yang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan saja, akan
tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek
jaminan fidusia meliputi kebendaan yang bergerak yang tidak berwujud
maupun benda tidak bergerak tertentu, yang tidak bisa dijammkan mefalui
lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan
syarat, bahwa kebendaan itu dapat dimiliki dan dialihkan.

3 Ibid, Pasal 28
%2 Tbid, Pasal 21
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Menurut ketentuan pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UUJF,

benda- benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah : **

ISR e

10.

11.

Dapat atas benda berwujud

Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.

Benda bergerak.

Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hak tanggungan.
Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan hipotik.

Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian
tidak diperoleh suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

Dapat alas satu satuan jenis benda

Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.

Termasuk juga hasil klaim asuranst dart benda yang menjadi objek.
Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek
jaminan fidusia

Benda persedizaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

2.4.4 Saat Lahimya dan Hapusnya Jaminan Fidusia

2.4.4.1 Saat Lahirnya fidusia

Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UUJF, jaminan fidusia fahir pada
tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam
Buku Daftar Fidusia.> Karena pendafiaran dalam buku dafiar dilakukan
pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal iahir jaminan fidusia

" adalah tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada

prinsipnya tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut- turut atas benda jamman
fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut mempunyai arti
yang penting dalam hal debitur pemberi fidusia memfidusiakan benda
jaminan fidusia 2 (dva) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih
kreditur yang berlaman.

» Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), him. 23
¥ OpCit Pasal 14 angka (3)
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2.4.4.2 Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai hapusnya jaminan fidusia tersimpul dalam

Pasal 25 UUJF yang menyebutkan bahwa :*

Jaminan fidusia hapus karena hal — hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

2. Pelepasan hak atas jaminan dengan fidusia oleh penerima fidusia,
atau

3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b Perjanjian Jaminan Fidusia.

Penerimaan fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan melampirkan pemmyataan mengenai hapusnya
utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek
jaminan fidusia tersebut.

Bahwa jaminan fdusia berakhir karena hutang yang dijamin
dengan fidusia hapus, hal in1 sesuai dengan jaminan yang merupakan
perjanjian accesoir dair perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban
bagi para pihak untuk memnuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian
accesoir, jaminan fidusia ini demi hukum hapus, bila utang pada
peganjian pokok, yang menjadi sumber lahimya perjanjian penjaminan
fidusia dan utang yang dijarnin dengan jaminan fidusia hapus.

Jaminan fidusia juga hapus karena pelepasan hak afas jaminan
fidusia oleh penerima fidusia Hak jaminan diberikan kepada kreditur
penerima fidusia yang memperjagjikan hak tersebut. Hak tersebut
diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur, maka terserah kepada
yang mempunyai hak mau menggunakan aten tidak bak tersebut Jadi
yang berhak untuk melepaskan jaminan fidusta adalah penerima fidusia.

* Ibid Pasal 25
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Selain itu jaminan fidusia hapus dengan musnahnya benda yang

menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
1444 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
”Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak lagi
dapat diperdagangkan atau hiiang, sedemikian rupa sehingga sama
sekali tidak diketahui apakah barabg itu masih ada, maka hapuslah
perikatannya, asal barang ttu musnzh atau hilang di luar salahnya
verhutang, dan sebelum ia lalat menyerahkannya.”

Jadi, berdasarkan pasal tersebut, maka musnahnya, hilangnya serta
benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak bisa diperdagangkan
lagi maka perjanjian pemberian fidusia itu dengan sendirinya menjadi
bapus.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fdusia tidak
menghapuskan klaim asuransi, jadi jika benda yang menjadi objek
jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka kilaim
asuransi akan menjadi pengganii objek jaminan fidusia

Dalam hal hapusnya jaminan fidusia karena utang yang dijamin
dengan fidusia telah hapus, maka tidak perlu dilakukan pengalihan
kembali atas hak kepemilikan oleh penerima fidusia kepada pemben
fidusia. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan
fidusia dilakukan pemberi fidusia kepada peperima fidusia sebagai
jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan
sendirinya akan kembali bilamana utang lunas.

2.4.5 Pembebanan Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 5 angka 10 UUJF pembebanan kebendaan dengan jaminan
fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa indonesia dan merupakan
akta jaminan fidusia tersebut dicantumkan hari dan tanggal juga waktu (jam)
pembuatan akia tersebut. ¥

Akta jaminan fidusia sekurang- kurangnya memuat :

1. Identitas pemberi dan penerima fidusia.

* Ibid Pasal 5 Angka (10)
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2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

4, Nilai penjaminan.

5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,

Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta
otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempuma tentang apa yang
dimuat didalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para
pengganti haknya Itulah sebabnya UUJF menetapkan perjanjian fidusia harus
dibuat dengan akta notaris. Apabila mengingat benda objek jaminan fidusia
pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :
1. Utang yang telah ada.

2. Utang yang akan timbul.

3. Utang vang pada saat eksekusi dapat ditemukan jumlah berdasarkan
perjanjian pokok.

Di dalam Pasal 8 UUJF dinyatakan bahwa jaminan fidusia dapat
diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada Kuasa Wakil
dari penerima fidusia tersebut, sedangkan di pasal 9 UUJF juga ditetapkan
bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atan
jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan
diberikan maupun yang diperoleh kemudian *’

Khususnya mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi
objek jaminan fidusia, Pasal 10 UUJF menyatakan bahwa kecuali
diperjanjikan lain :

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani
jaminan fidusia.

2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hai benda yang menjadi

objek jaminan fidusia diasuransikan.

¥ Ibid Pesal (8 dan 9)
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2.4.6 Eksekusi Jaminan Fidusia
Pelaksanaan eksekusi terhadap benda objek jaminan fidusia diatur dalam

Pasal 29 angka (1) UUJF yang menyebutkan bahwa :**

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka
(2) oleh penerima fidusia;

2. Penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguniungkan para pihak.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka eksekusi atas benda jaminan
fidusia dapat dilakukan dengan cara ;

1. Eksekusi berdasarkan sertiftkat jaminan fidusia

Eksckusi ini didasarkan pada Pasal 29 angka (1) UUJF, yaitu
berdasarkan titel ekdekutorial sertifikat jamipan fidusia yang berarti
mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kepuiusan yang telah
mempunyai kekuatan yang tetap, maka pelaksanaanya juga harus
mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jamipan di
muka umum (secara lelang) atau dengan cara yang oleh Ketua Pengadilan
dianggap baik.

2. Eksekusi berdasarkan parate eksekusi

Parate eksekusi adalah eksekusi yang dikarenakan adanya titel
eksekutorial dalam sertifikat jarmnan fidusia dan karenanya tidak
memerlukan perantara pengadilan, idak memerlukan penyitaan. Dalam
hal ini kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri,
dan kalau dipenuhi syarat Pasal 29 angka (1b) UUJF, kreditur bisa

* Ibid Pasal 29 angka (1)
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langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.
Parate eksekusi ini harus selalu dilaksanakan melalui lelang,
Penjualan di bawah tangan

Pada prinsipnya adatah bahwa penjualan yang menjadi objek jaminan
fidusia harus melalui pelelengan umum, karena dengan cara ini diharapkan
dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal
penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan
harga tertinggi yang menguntungkan baik pember fidusia ataupun
penerima fidusia, maka dimungkinkan pejualan di bawah tangan asalkan
hal tersebut disepakati ofeh pemberi fidusia dan penerima fidusia

Sesuai dengan Pasal 29 ayat UUJF pelaksanaan penjualan di bawah
tangan ini harus dilakulem setelah lewat wakte 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia
kepada pihak- pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya
dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
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3.1 Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak
Didaftarkan di BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo
Yogyakarta.

Seperti halnya fungsi Bank, BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten
Kulonprogo Yogyakarta menjalankan usahanya dalam bidang jasa perbankan
dengan cara menghimpun dana dari mesyarakat yang berupa tabungan dan
menyalurkaunya sebagai kredit kepada masyarakat

Sasaran dari pemberian kredit masyarakat ini adalah mengembangkan
portofoliio kredit rite]l yang sehat dan menguntungan melalvi pemberian kredit
yang memperhatikan atas kehati-hatian dengan memfokuskan pada segmen pasar
ritel, serfa memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebetulan peminjam atau
calon peminjam. _

Besarnya angsuran untuk masing-masing jenis kredit ditentukan berdasarkan
kesepakatan nasabah debitw dan pibak bank pada waktu penandatanganan
perjagjian kredit. Masing—masing bank di Indonesia mempunyai kebijakan dan
strategi yeng disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dalam
menyalurkan kredit dan penentuan calon nasabah -debitur layak diberikan
peminjaman kredit. Permohonan kredit dapat diajukan secara tertulis kepada pihak
bank tanpa melihat beberapa jumlah kredit yang diminta, pemohon kredit itu
sendiri merupakan syarat yang paling penting dalam pemberian kredit sehingga
harus diperhatikan secare telitt dan benar oleh tim pemberi kredat.

Permohonan kredit dapat mencakup bebErapa hal, diantaranya adalah sebagai
berikut:

a. Permohonan baru unfuk mendapatkan suatu fasiliias kredit.

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sudah berjalan.

¢. Permohonan perpanjagan atan pembaharuan masa berlakunya kredit yang telah

berakhir jangka waktunya.
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d. Permohonan—permohonan lainnya untuk perubahan syarat syarat fasilitas
kredit yang sedang berjalan antar lain penukaran jaminan, perubaban atau
pengunduran jawaban angsuran.

Seorang calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit di BPD
DIY Cabang Kota Wates Kabupateb Kulonprogo harus mefalui prosedur yang
telah ditentukan oleh pihak bank, adapun prosedur yang harus dijalani oleh
seorang calon nasabah adalah sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Seorang calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit di BPD
DIY akan diberikan penielasan oleh pihak bank secara rinci mengenai syarat-
syarat yang harus dipenuhi umtuk mengajukan permohonan kyedit tersebut.
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Golongan Umum:

a) Menyerahkan foto copy identitas din

b) Jumlah kredit yang diperlukan

¢) Surat Izn Usaha

d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

¢) Tanda Bukii Jaminan, misal BPKB motor atau mobil
2. Bagi Golongan PNS:

2) SK Pegawai Teiap Pertema dan SK Pegawai Tetap Terakhir

b) Daftar gaji

¢) Surat Kuasa Potong Gaji

d) Rekomendasi dan pimpinan tempat pemohkon bekerja

e) Adanya kerja sama anlara pihak bank dengan kantor tempat pemohon

_ bekerja :

Setelab semua syarat yang diminta oleh pihak bank dapat dipenuhi oleh
calon nasabah, maka pihak bank akan memberikan sebnah formulir pengajuan
kredit yang isi dan bentuknya sudah ditentukan oleh pihak bank. Calon nasabeh
akan diminta untuk mengisi formulir tersebut dengan sebenar-benamya dan
menandatanginya apabila telah setuju dengan isi formulir tersebut.
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b. Tahap Evaluasi dan Analisis Kredit

Evaluasi dan analisis kredit merupakan tahap yang digunakan untuk
mengetahui apakah jumlah kredit yang diajukan oleh calon nasabah dapat
dipenuhi atau tidak oleh pihak bank, serla untuk mengetahui kebenaran tentang
bidang usaha calon nasabah, kelancaran usaha, barang-barang atau objek yang
dijadikan jaminan dalam permchonan perjanjian kredit. Tahap ini dapat
dilakukan dengan melalui pemeriksaan atau mengadakan kunjungan langsung
ke tempat usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit,

Selain itu, untuk mengetahui kelayakan usaha serta kemampuan calon
nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka walkdu yang
telah ditetapkan dapat dilihat melalui ima (5) kriteria atau yang terkenal
dengan istilah “The 5 C's of Credit Analysis” seperti yang telah diuraikan
sebelunmya

¢. Tahap Realisasi atau Pencairan Kredit

Apabila bank sudah merasa yakin dengan analisis yang telah
dilakukannya, atau bank percaya akan kemampuan calon nasabah untuk
mengembalikan kredit yang akan diberikannya, maka bank akan mengabulkan
permohonan kredit tersebut, baik seluruh atan sebagian Kemudian pengabulan
tersebut akan dibentahukan secara terfulis kepada calon nasabah. Dengan
ditandatanganinya perjanjian kredit oleh pihak bank dan calon nasabah, maka
timbulah kewajiban bagi bank untuk merealisasikan kredit atau mencairkan
dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di sini berarti tejadi dua
perjanjian yaitu perjanjian kredit dan peganjian pinjam uang, yang masing-
masing dari dua perjanjian tersebut bersifat konsensuil dan riil.

Menurut Prof DR Mariam Darus Badrulzaman SH mengenai dua
perjanjian yang berdampingan ini adatah sebagai berikut:>
1. Peganjian  kredit  bank  adalah  “pemamjian  pendahuluan”

(voorovereenkomst) dari penyerahan uang. Pepamjian pendahuluan ini

merupakan hasil permufzkatan antara pemberi dan penenima pinjaman

mengenal hubungan-hubongan hukum antra keduanya Perjanjian ini

¥ Mariam Darus Badulzama, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni, 1983), Hlm 28.
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bersifat konsensuil (pacfa de contrahendo) obligatoir, yang dituangkan

dalam pasal 1320 KUH Perdata
2. “Penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan

uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yanp dituangkan dalam model
perjanjian kredit pada kedua pihak.

Dari pengertian diatas dapat distmputkan bahwa penanjian kredit di bank
mempunyai dua fase, fase yang pertama adalah penandatanganan perjanjian
kredit oleh calon nasabah dan fase kedua adalah pemberian sejumiah uang dart
bank yang besamya sesuai dengan yang dituangkan di dalam perjanjian kredit.
Sehingga apabila kedva fase ini salah satunya tidak dilaksanakan maka
perjanjian kredit tersebut tidak mengikat kedua belah pihak
. Tahap Pelunasan Kredit

Tahap ini merupakan akhir dan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh
nasabzh yang diberi kredit oleh bank. Setiap nasabah yang memperoleh
pinjaman dari bank harus mampu melunasi kreditnya sesuai jangka waktu yang
telah ditetapkan Pelunasan 1tu meliputi:

1. Utang Pokok

Bunga Kredit

Biaya Administrasi

Denda (bila ada)

Biaya-biaya maupun beban yang akan dikemudiar hari

noA W

Hal mengenai pelunasan kredit yang wajib dibayarkan oleh nasabah
tfersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Formulir Peqanjian Kredit dengan
Jaminan Fidusia yang diberikan oleh BPD DIY.

. Tahap Pengawasan dan Pembinaan Kredit

Pengawasan dan pembinaan kredit merupakan tindakan bank untuk
mengamankan kredit yang telah dilepaskan atau untuk mencegah adanya kredit
macet serta mengurangi risiko yang lebih besar yang timbul sebagai akibat
kredit macet. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pemantauan terhadap
kelancaran usaha yang dimintakan kredit, sehingga bank dapat melihat lancar
atau tidaknya usaha tersebut.
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Pemberian suatu kvedit tentunya tidak terlepas dan ketentuan-ketentuan
pokok dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank berdasarkan
SK. Direktur BI NO. 27/16/KEP/DIR/tanggal 31 Maret 1995 tentang pedoman
penyusunan kebijakan perkreditan bank, yang terdiri dari :

Prinsip kehati-hatian datam perkreditan.

Organisasi dan manajemen perkreditan.

Kebijakan persetujuan perkreditan.

Dokumentasi kredit.

Pengawasan kredit

Penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan dari ketentuan-ketenfuan pokok yang ada dalam pedoman
penyusunan kebijakan perkreditan bank tersebut, mzka BPD DIY Cabang
Kota Wates Kabupaten Kulonprogo dalam menyalurkan kreditnya kepada
masyarakat menerapkan kebijakan pemberian kredit sebagai bernkut :

1. Pengujian perjagjian kredit dan perjanjian jaminan yang sempuma, dengan

A

cara penuangan perjagjian kredit dan perjanjian penpikatan jaminan
dilakukan dengan teliti dan distmpan oleh administrasi kredit yang terjaga
keamanannya.

2. Pemberian besar jumlah kredit disesuaikan denmgan mnilai likuidasi dad
benda jaminan dan kelayakan usaha peneriamaan kredit, misalnya untuk
jaminan tanah, bangunan, meubelair dan kendaraan bermotor.

Jaminan Nilai Pasar Nilai Perkiraan Nilai Perkiraan
Wajar Likuidasi Pasar Wajar Nilai

{NPW) (NL) (PNPW)  Likuidasi
{PNL)
Tanah 100% 80% 110% 80%
Bangunan 100% 70% 80% 70%
Meubelzir 100% 50% 60% 50%
Kendaraan 100% 60% 70% 60%

bermotor
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Untuk lebih menjamin Kredimya yang diberikan kepada nasabah maka Bank
BPD DIY mewajibkan Nasabahnya untuk memberikan suatu jaminan kebendaan,

dalam hal ini nasabah memberikan jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia

Untuk jaminan fidusia ini para pihak membual peranjian tambahan yaitu

Perjanjian Fidusia Perjanjian fidusia yang diadakan aniara bank dan pasabah akan
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hak dan kewajiban bagi
para pihak dalam perjanjian, dalam hal ini BPD DIY Cabang Kota Wates
Kabupaten Kulonprogo sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hak dan

kewajibannya para pihak yang ada dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan
fidusia antara lain adalah sebagar berikut:
a. Hak dan kewajiban BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo
(Kreditur)
1. Hak BPD DIY Cabang Wates Kabupaten Kulonprogo

a)

b)

c)

d)
e)

Pihzak bank berhak memperoleh kembali uvang yang telah dipinjamkan
kepada nasabah debitur beserta bunga dalam jangka waktu yang telah
ditentukan

Pihak bank berhak mengenakan denda keterlambatan pembayaran
angsuran

Pihak bank berhak menerima BPKB, ijin usaha, kwitansi atau bukti
kepemilikan lainnya sesuai dengan kesepakaian pihak bank dan
nasabah debitur sebagai jaminan

Pihak bank berhak memeriksa keadaan dan keberadaan barang jaminan
Pihak bank berhak menetapkan biaya-biaya kredit seperli biaya provisi,
bea materai, biaya pembuatan akta dan biaya notaris dan premi asuransi
barang jaminan

Menerima penyerahan barang-barang jaminan apabila debitur tidak
melunasi kewajibannya sebagaimana mestinya dengan biaya sendint dan
tanpa syarat, segera dan seketika setelah ada permintzan dari kreditur
secara tertulis

2. Kewgjiban BPD DIY Cabang Wates Kabupaten Kulonprogo

a)

Memberikan dana sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian
kredit (Hal ini sesuat dengan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang
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berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak™). Pemberian kredit ini juga berguna untuk
membantu pengusaha kecil unfuk menambah permodatannya
Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan apabila kredit
telah lunas

b. Hak dan kewajiban nasabah sebagai debitur
1. Hak nasabah debitur

2)

b)

Nasabah debitur berhak atas sejumlah wvang sesvai yang telah
diperjanjikan untuk menambah modal usaha atau keperiuan lain yang
sesuai dengan perjanjian

Nasabah debitur berhak memperoleh sisa atau kelebihan pembayaran
asuransi afau sisa hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi

hutangnya apabila terjadi penjualan barang jaminan

2. Kewajiban nasabah debitur

a)

b)

d)

Melunasi angsuran pokok beserta bunga sesuai denpan wakiu yang
diperjanjikan

Menyerahkan BPKB, surat jin usaha, kwitansi, atau surat bukt
kepemilikan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagai jaminan
Memelihara barang jaminan dengan sebaik-baikaya dan memperbaiki
segala kerusakan atas biaya sendiri, diwajibkannya pihak debitur untuk
memelihara, memberi debitur tanpgung jawab penuh terhadap
keberadaan barang-barang jaminan miltk kreditur yang telgh

dipinjamkan kepada debitur. Kewajiban mana dalam melakukan semua-

tindakan yang diperlukan untuk pemehiharaan dan perbaikan atas objek
jaminan fidusia tersebut atas biaya pihak debitur sendir,

Mengganti barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya
apabila barang jaminan rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali
Memperlihatkan barang jaminan apabila pihak bank atau kuasanya akan
melihatmya
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Mengasuransikan barang jaminan kepada perusahaan asuransi yang
ditunjuk oleh pihak bank, dengan diasuransikannya objek jaminan
fidusia, maka yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi
pada objek jaminan ditanggung oleh perusahaan asuransi dan atas
sepala biaya asuransinya ditanggung oleh debitur.

Tidak mengatihkan, memindahkan, menggadaikan barang jaminan pada
pihak ketiga, dalam KUH Perdata dianut ajaran bahwa untuk sahnya
suatu penyerahan diperlukan persyaratan, antara lain harus dilakukan
oleh orang yang berwenang menguasai bendanya, sehingga jaminan
fidusia hanya dapat diberikan olek pemilik yang mempunyai
kewenangan menguasai benda jaminan fidusia Maka dalam perjanjian
fidusia harus diselidiki terlebth dahulu dan dinyatakan secara tegas
dalam akta jaminan fidusia bahwa objek jaminan fidusia adalah milik
pemberi fidusia, tidak ada orang lain yang turut memiliki dan dia
menjamin bahwa barang-barang tersebut benar-benar hak/milik nasabah
sepenuhnya, fidak dijaminkan aiau ditanggumgkan dengan cara atan
bentuk apapun juga kecuali bank tersebut, tidak tersangkut suatu
perkara atan sengketa.

Membayar biaya-biaya kredit seperfi biaya provisi, bea materai, biaya
pembusatan akia dan sertifikat fidusia, biaya motaris, premi asuransi
barang jaminan serta denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian
Menyerahkan barang jaminan bilamana terjadi ia tidak dapat melunasi
hutangnya

BPD DIY Cabang Wates Kabupaien Kulonprogo (kreditur) terhadap Jaminan
Fidusia yang dibuatnya dengan nasabah (debitur) tidak mendafiarkan jaminan
fidusianya di kantor pendafiaran fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11
angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbumyi
“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”,% dikarenakan
tidak didaftarkannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh
BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonrogo, maka BPD DIY Cabang
Kota Wates Kabupaten Kulonrogo tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan

® Ibid Pasal 11 angka (1)
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dari ketentuan-ketentuan yang ada didalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tenlang

Jaminan Fidusia

3.2 Alasan-alasan BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo

Yogyakarta tidak mendaftarkan Jaminan Fiduasianya.

Pasal 11 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
berbunyi “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didalarkan”, dac
kalimat tersebut terdapat kata “wajib”, dimana dari kata tersebul penulis
berpendapat bahwa makna dari kata tersebut harus jelas dan tegas. Karena tidak
ada satupun ketentuan di datam UU Jamipan Fidusia yang mengatakan bahwa
fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Maka oleh karena itu dapat
dilakukan penafsiran bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU
Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa jaminan atas benda
tersebut didaftarkan Fidusia vang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati
keuntungan-keuntungan dari segala kefentuan yang ada di dalam UU Jaminan
fidusia.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh apabila jaminan fidusia tersebut
didafiarkan adalah sebagai berikut:

a Bahwa penerima fidusia mempunyat kedudukan yang diutamakan terhadap
kreditur (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia)®*

b. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya,
hak yang didahulukan tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasi eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia)*

¢. Penerima Fidusia yang mempunyai hak yang didashulukan tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat 3 UU
Jaminan Fidusia)®®

Sehingga disini dapat dilihat bahwa Penerima Fidusia akan mendapat
Perlindungan Hukum secara jelas dan fegas apabila mendaftarkan Jaminan
Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia

®'Thid Pasal 1 angka (2)
“Ibid Pasal 27 angka (1 dan 2)
“Ibid angka (3)
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Bagi Kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dimana debitur
melakukan cidera janji maka kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur
konkuren tidak sebagai kreditur preferen sebagaimana mestinya apabila jaminan
fidusianya tersebut didaftarkan. Maka sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata,
sebagai kreditur konkuren maka kreditur pemegang Jaminan Fidusia yang tidak
didaftarkan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya dan
berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada
maupun yang baru akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurang:
dengan kewajiban membayar piutang kepada kaeditur pemegang hak jaminan dan
para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan
besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara pari
passu pro rata parte).

Alasan-alasan BPD DIY Cabang Kofa Wates Kabupaten Kulonprogo
Yopyakarta tidak Mendafiarkan Jaminan Fidusianya di Kantor Pendafiaran
Fidusia adalah :**

a  Kredit yang diberikan merupakan kredit untuk Usaha Mikro

b. Jangka Waktu Kredit Pendek

¢. Bahwa untuk mendaftarkan fidusia memerlukan biaya (cos¢) febih yang akan
dibebankan kepada debitur hingga akan menjadi beban bagi debitur, dimana
beban tersebut terdiri dari beban pembuatan akta notaris dan biaya
pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

d. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berada di ibukota Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakaria dan tidak berada di Kabupaten Kulonprogo sehingga
akan memakan banyak waktu untuk dilakukan pendaftaran atas jaminan
fidusia tersebut
Selain alasan-alasan tersebut diatas, pihak BPD DIY Cabang Kota Wates

Kabupaten Kulonproge Yogyakarta tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusianya di

Kantor Pendaftaran Fidusia dikarenakan sudah merasa cukup aman tanpa harus

mendafiarkan jaminan fidusia tersebut karena kreditor sudah mengantisipast di

dalam perjanjian kreditnya yaitu bank dapat melakukan penjualan secara langsung

baik secara lelang ataupun dibawah tangan atas objek jaminan fidusia milik

! Wawancara dengan Legal Staff Bank BPD DIY Cabsng Kota Wates Kabupaten Kulonprogo
Yogyakarta.
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debitur yang cidera janji (wanprestasi). Hal ini dikarenakan adanya Kuasa Mutlak
dari Debiuir Kepada Kreditur yang memberi wewenang kepada Kreditur untuk
menjual barang/barang-barang jaminan secara langsung baik dimuka umum
maupun dibawah tangan dengan harga yang dianggap baik oleh Kreditur. Selain
itu UU Jaminan Fidusia juga tidak menentukan sanksi apabila ada Jaminan
Fidusia yang tidak didaftarkan.

Adapun debitur yang merasa sudah tidak mampu melaksanakan
kewajibannya, pada umumnya berusaha wntuk melunasi vtangnya tersebut.
Karena bagaimanapun debitur menyadari bahwa kepercayaan (frusf) dan bank
merupakan sesuatu yang harus dijaga karena apabila debitur sudah tidak diben
kepercayaan oleh bank, maka debitur akan mengalami kesulitan untuk
mendapatkan pinjaman kembali dart bank (debiiur masuk daftar buku hitam atau
blacklist Bank Indonesia).

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Fidusia yang Tidak
Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia difinjauv dari Undang-
Undang Jaminan Fidusia.

Didalam dunia usaha, kredit merupakan kebufuhan yang sangat penting.
Karena dengan kredit para pengusaha, baik pengusaha besar, menengah, maupun
kecil dapat memperoleh modal tambahan untuk mengembangkan usahanya Pada
dasarnya pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur dilakukan karena adanya
kepercayaan dari kreditur kepada debitur. Bahwa debitur akan mengembalikan
pinjaman kreditnya tersebut pada saat jangka waldunya berakhir, tanpa adanya
kepercayaan dan kveditur maka debitur tidak akan mendapatkan kredit atau
pinjaman tersebut. Dengan demikian kepercayaan merupakan faktor utama yang
menjadi pertimbangan kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur.

Pemberian kredit oleh kreditur mempunyai resiko yang sangat tinggi, hat ini
dikarenakan adanya kemungkinan lxedit yang diberikan oleh kreditur tidak
dikembalikan oleh debitur (wanprestasi). Untuk menghindari hal tersebut maka
perlulah dibenikan perlindungan hukum kepada kreditur, yang mana perlindungan
hukum vyang diberikan kepada kreditur tersebut tidak boleh merugikan
kepeniingan debitur.
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Demikian halnya terhadap kreditur penentma fidusia harus pula mendapatkan
perlindungan hukum, terutama apabila debitur ingkar janji (wanprestasi). Pada
dasamya Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan
hukum kepada kreditur pemegang jaminan fidusia, yaitu:

a Berdasarkan ketentean Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia, kreditur
pemegang jaminan fidusia mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan
terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur iainnya dan hasil penjualan benda
yang dibebani jaminan fidusia apabila debitur ingkar janji, dan hak tersebut
tidak hapus meskipun debitur dinyatakan pailit.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia,
hak kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan
fidusia, dilakukan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan title eksekutorial
yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia

Perlindungan hukum tersebut jelas diberikan oleh Undang-undang jaminan
fidusia kepada kreditur pemegang jaminan fidusia yang mendaftarkan jaminan
fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat
1 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan demilean bagi kreditur yang tidak
mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak
mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-
undang Jaminan Fidusia.

Dikarenakan tidak didafiarkannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
yang dibuat oleh BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo dengan
nasabahnya maka perjanjian yang dibuat BPD DIY Cabang Kota Wates
Kabupaten Kulonprogo dengan nasabah tunduk kepada ketentuan yang berlaku
didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdaia (Burgerlijk Wetbook). Sehingga
bagi Kreditur yang idak mendafiarkan jaminan fidusia dimana apabila debitur
melakukan cidera janji maka kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur
konkuren tidak sebagai kreditur preferen sebagaimana mestinya apabila jaminan
fidusianya tersebut didaftarkan Maka sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata,
sebagai kreditur konkuren maka kreditur pemegang Jaminan Fidusia yang tidak
didaftarkan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya dan
berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baitk yang telah ada
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maupun yang baru akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi

dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditur pemegang hak jaminan dan

para kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menunit perbandingan
besamya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Pasal ini mempunyai makna bahwa pefjanjian yang dibuat oleh
para pihak adalah mengikat. Dikarenakan pemberi fidusia telah menyetujui
mengenal ketentuan yang telah dibuat didalam Formulir Perjanjian Kredit dengan
Jaminan Fidusia yang dibuat oleh BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten
Kulonprogo, dan menandatanganinya maka formulir tersebut berlaku secara
mutlak dan mengikat. Sehingga peranjian Pemberian Kredit dengan Jaminan
Fidusia yang dibuat antara kreditur dan debitur berlaku mengikat bagi para pihak
dan segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian tersebut harus
dipatuhi oleh para Pibak.

Dalam hal apabila debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu atau
lebih ketentuan-ketentuan yang teiah disetujui, maka pihak BPD DIY Cabang
Kota Wates Kabupaten Kulonprogo hamus melakukan penyelamatan terhadap
piutangnya yang macet secara intern atau melakukan upaya penyelamatan sendiri.
Upaya imt dilakukan melalui pendekatan secara persuasif yaitu melalui
musyawarah secara kekeluargaan Dalam hat ini pthak bank mengadakan
komunikasi secara langsung kepada debitur yang tidak melunasi hutangnya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan dan melakukan penagihan secara intensif. Di
samping itu pihak bank juga dapat melakukan upaya penyelamatan kreditnya yang
macet dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang
menyangkut jadwal pembayaran dan atan jangka waktu termasuk masa
tanggung, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atan seluruh
syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,
jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut
perubahan maksimum saldo kredit.
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c. Penalaan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang
menyangkut penanaman dana bank, dan atau konversi selurubh atau sebagian
tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atan konversi seluruh atau
sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Apabila upaya ini belum berhasil, maka bank akan memberikan surat teguran
yang pertama. Namun apabila setelah surat teguran pertama debitur tidak juga
melakukan kewajibannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan di dalam
surat teguran pertama maka bank lanpa memerlukan surat teguran kedua
mempunyai kuasa tanpa perantaraan hakim untuk menpgambil atau suruh
mengambil semua barang atau barang-barang jaminan, baik dad tangan debitur
maupun dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya dan bila dianggap perlu
dengan bantuan dari yang berwajib.

Selain mempunyai kuasa mutlak unfuk secara langsung mengambil barang-
barang jaminan, bank juga mempunyat kuasa umrtuk menjual barang atau barang-
barang jaminan tersebut, baik dimuka umum maupun dibawah tangan dengan
harga yang dianggap baik oieh Bank Apabila hasil uang penjualan barang atau
barang-barang jaminan masih sisa seteleh dikurang semua apa yang wajib
dibayarkan oleh debitur kepada bank, maka bank mempunyai kewajiban untuk
menyerahkan sisa hasil vang penjualan tersebut kepada debitur.

Namun apabila hasil penjualan barang atan barsng-barang jaminan tersebut
tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur
kepada Bank, maka debitur ferikat sekarang uniuk pada waktunya dikemudian
hari, membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Bank.

Apabila BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo sudah merasa

tidak mampu lagi menyelesaikan pengurusan piutangnya yang macet secara .

intern, maka pengurusan tersebut akan dilimpahkan kepada KP2LN. Hal ini
dikarenakan BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo adalah bank
milik pemerintah yang belum berbentuk Badan Hukum. Maka berdasarkan pasal
12 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN), ditetapkan bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang
langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank
pemerintah, perusahaan-perusahasm negara dan sebagainya diwajibkan untuk
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menyerahkan piutangnya yang ada, dan besarnya telah pasti menurut hukum
tetapi pihak debiturnya tidak melunasi sebagaimana mestinya, kepada PUPN.

Yang dimaksud dengan piutang Negara menurut Adolf Warouw, Ketua
BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dalarn bukunya Sutan Remy
Sjahdeini, pada saat Rapat antara BUPLN dengan Direksi Bank-bank Pemerintah
pada tanggal 25 April 1996 adalah sebagai berikut: “Babwa piutang Negara tidak
hanya terbatas pada pajak saja, tetapi juga termasuk semua piutang Negara
sebagaimana menurut UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN), tidak dibedakan prionitas antara pajak dan piutang-
piutang Negara lainnya termasuk kredit-kredit macet bank-bank pemerintah dan
piutang-putang macet dari BUMN-BUMN yang lain berdasarkan UU Nomor 49
P1p Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).%

Namun begifu Sutan Remy Sjahdeini mempunyai pendapat yang berbeda
yaitu:” Tidaklah adii bagi kreditur pemegang Hak Jaminan yang bukan BUMN
atau Instansi Pemerintah, antara lain bank-bank swasta, apabila ruang lingkup dari
apa yang termasuk Piutang Negara itu tidak dibatasi. Apabila yang dianut adalah
Pendirian Ketua BUPLN, tagithan dari Badan-badan Usaha Negara (BUMN),
termasuk bank-bank pemerintah, akan selalu didahulukan wntuk memperoleh
pelunasan atas piutang BUMN itu dart hasil penjualan lelang atas objek Jaminan
tersebut daripada kreditur swasta sekalipun tefah dijamin Hgk Jaminan yang
bersangkutan, Menurut pasal 1137 KUH Perdata, hak yang didahulukan dari kas
nepara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk pemerinotah
Dengan kata lain, dapat ditafsirkan bahwa jenis piutang negara hanya didahulukan
sepanjang hal itu ditentukan dalam undang-undang khusus. %

Akan tetapi penulis berpendapat, bahwa berdasarkan penjelasan atas UU
Nomor 49 Pmp Tahun 1960 Pasal 8 butir b berbunyi: “terhutang kapada badan-
badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik
Negara, misalnya Bank-Bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-Perusahaan
Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan

% Remy ST Sjahdeini, Hak Tanggungan, asas-asas, kelentuan-ketentuan pokok, dan masalah
yang dikadapi olek Perbonkan (Suatu Kajian Mengenai UUHT), (Yakarta : Alumni, 1999), hal. 18.
Ibid, hal. 18-19.
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dan sebagainya. Hulang pajak tetap merupakan piutang negara, akan tetapi
diselesaikan tersendin dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan
Surat Paksa”, oleh karena pajak dan lelang merupakan bentuk penagihan piutang
nepara yang bebeda bentuknya dengan piutang Negara yang dimaksud oleh Sutan
Remy Sjahdeini, yang menyebutkan bahwa piutang tersebut masuk kedalam
kategori piutang Negara sedangkan berdasarkan imdang-undang nomor 49 Prp
Tahun 1960 menyebutkan bahwa hutanp pajak tetap merupakan piutang Negara
akan tetapi diseiesaikan sendiri dengan undang-undang penagihan pajak Negara
schingga oleh karena membutuhkan undang-undang tersendiri untuk melakukan
penyelesaiannya yang dalam hal ini penagihannya diselesaikan sendiri oleh badan
pajak tersebut Menunt pendapat penulis penyelesaian terhadap piutang Negara
diselesaikan sendiri oleh panitia urusan prnutang Negara. Oleh karena belum
terdapatnya peraturan perundang-undangan yang terbaru yang menggantikan UUJ
Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitiz Urusan Piutang Negara yang mengatur
lebih lanjut mengenai klasifikasi piutang Negara. Oleh karenanya penulis
mengusulkan kepada pemerintsh untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai
piutang Negara tersebut karena sudsh tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dunia perbankan,

Oleh karenanya untuk penyelesaian kredit macet dilakukan melalui saluran
hukum yaitu KP2LN dengan pertimbangan sebagai berkui:
a Nasabah mempunyai iktikad tidak baik
b. Untuk pembayaran kembali pinjamannya diperlukan pelelangan barang
jaminan yang harus melalui sarana hukum
¢. Jumlah pinjaman nilainya tidak terlalu kecil untuk ditagih melalui sarana
hukum
d Ada harapan mau membayar apabila melalut sarana hukum
Pelimpahan pengurusan penyelesaian piutang yang macet kepada KP2LN
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo yang tercantum dalam
dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit Pengurusan
penyelesaian kredit ini dapat juga karena inisiatif KP2LN sendiri, jadi tidak
menunggu pelimpahan dan pemerintah dan badan usaha milik negara saja.
Pengurusan atas inisiatif sendiri ini, atas dasar pemikiran, bahwa sifat pengurusan
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dan penagihan piutang macet adalah untuk mengamankan kevangan atau
kekayaan negara, setelah pengurusan ditandatangani oleh KP2LN, maka bukan
pihak bank lagi yang menjadi pihak berpiutang, melainkan negara yang menjadi
pihak berpiutang. Penyerahan piutang negara tersebut disampaikan secara tertulis
oleh penyerah piutang (pihak bank) kepada KP2LN,

Apabila dapat dibuktikan adanya, maka dapat diterbitkan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai tanda penerimaan penyerahan piutang
negara dari penyerah piutang. Sejak SP3N diterbitkan maka pengurusan piutang
beralih kepada PUPN dimana penyelengparaannya dilakukan KP2LN dan
penyerah piutang wajib menyerahkan dokumen asli barang jaminan Akan tetapi,
apabila tidak terbukti adanya piutang nepara karena syarat-gyarat penyerahan
piutang negara tidak dapat dipenuhi oleh penyerah piutang maka diterbitkanlah
Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara

Setelah diterbitkan SP3N oleh KP2LN kemudian dilakukan pemanggilan
secara tertulis kepada pihak debitur dalam rangka penyelesaian hutangnya.
Panggilan dapat dilakukan sebanyak dua kali, jtka panggilan pertama pihak
debitur tidak datang,

Dalam hal pihak debitur datang dan mengakui hutangnya serta sangpup
menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka dibuat
Surat Pemyataan Bersama yang memuat sedikitnya:

a, Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Identitas pihak debitur dan penyerah hutang

c. Besarnya biaya administrasi serta biaya administrasi pengurusan piutang
negara

d Pengakuan hutang oleh pihak debitur

e. Kesanggupan pihak debitur untuk menyelesaikan hutangnya dan cara
penyelesaiannya

f Sanksi apabila pihak debitur tidak memenuhi cara penyelesaian hutang

g Tanggal penandatanganan Surat Pemyataan Bersama

h. Tanda tangan ketua PUPN, pthak debitur di atas materai serta para saksi
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Akan tetapi, jika pihak debitur hanya datang dan mengakui hutangnya tetapi
tidak sanggup untuk menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan maka tetap dibuat Surat Pernyataan Bersama yang memuat sedikitnya:
a. Pengakuan Hutang
b. Pernyataan pthak debitur tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka

wakiu yang telah ditetapkan

Surat Pemyataan Bersama yang dibuat memiliki kekuatan pembukiian
sempuma dan memaksa karena memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa™.

Tenggang waktu penyelesalan hutang ditetapkan dalam Surat Pernyataan
Bersama paling lama 12 bulan sejak pernyataan tersebut ditandatangam dan dapat
diperpanjang jika pihak debitur mendapat persetujuan keringanan hutang,

Dalam hal pihak debitur tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam
pernyataan bersama, maka paling lama 7 (tujuk) hari KP2LN akan memberikan
peringatan bersama secara tertulis untuk memenuhi kewajibannya, seielah diberi
peringatan tertulis maka akan diterbitkan Surat Paksa

Lain halnya dengan pihak debitur yang tidak man datang memenuhi
panggilan sama sekali atau hanya mengakui hutangnya tapi tidak mau tanda
tangan tanpa alasan yang jelas atau alasan yang sah maka langsung dibuat Surat
Penetapan Pintang Negara, yang untuk selanjutnya akan diterbitkan Surat Paksa.

Eksekusi merupakan upaya terakhir yang ditempuh KP2ZLN dalam rangka
menyelesaikan pengurusan piutang macet Yalur eksekusi barang jaminan melalui
prosedur baku pengurusan piutang negara ditempuh apabila pihak debitur tidak
mempunyai iktikad baik dan lidak memiliki kemampuan unfuk menyelesaikan
hutangnya. Penyelesaian piutang negara melalui jalur eksekusi dilakukan melatui;
a Penetapan Jurnlah Piutang Negara (PJPN)

PIPN diterbitkan dalam hal Surat Pernyataan Bersama tidak dapat  dibuat

dikarenakan;

1. Pihak debitur tidak mengakui puomlah hutangnya tanpa ada bukti- bukti
yang sah

2. Mengakui jumlah hutangnya tetapi pihak debitur menolak menandatangani
Surat Pemyataan Bersama
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3. Pihak debitur yang telah dipanggil secara pantas, namun tidak
memenuhinya.

Surat Keputusan PJPN tersebut berisi mengenai jumlah seluruh hutang
yang harus diselesaikan oleh pihak debitur.

b. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat yang berisi perintah kepada pihak debitur untuk
menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu 1x24 jam.

Surat Paksa memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam
perkara perdata Surat Paksa diberitahuken kepada pihak debitur atau penjamin
hutang oleh juru sita pittang negara dengan sekurang-kurangnya 2 orang saksi,
Pemberitahuan Surat Paksa tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Pemberitahuan Surai Paksa.

¢. Penyitaan

Setelah jangka waktu I1x24 jam Surai Paksa diberitahukan secara resmi,
akan tetapi jika pihak debitur tidak memenuhi isi dari Surat Paksa tersebut,
maka diterbitkan Surat Perintah Penyitaan untuk menyita barang jaminan
hutang milik pihak debitur.

Penyitzan dilakuvkan oleh juru sita piutang negara dengan disaksikan
sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam
Berita Acara Penyitaan dan kemudian Salinan Berita Acara Penyitaan
disampaikan kepada pihak debitur dan atau penjamin hutang.

d Pelelangan

Pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannmya setelah dilaksanakan
penyitaan terhadap jaminan hutang, maka PUPN menerbitkan Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). SPPBS tersebut kemudian diberitzhukan
secara tertulis kepada pihak debitur dan atau penjamin hutang,

Selanjutnya pelaksanaan penjualan barang siaan atau pelelangan
dilakukan oleh KP2LN yaitu:

1. Pengumuman Lelang

Adapun naskah pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat hal-hal

sebagai berikut;

a) Identitas penjual dalam hat int KPZLN
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Nomor dan tanggal SPPBS

Hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan serla syaral-syarat lelang
lainnya

Nama, jenis, tpe, merk, serta jumlah dan kondisi barang bergerak
yang dilelang

Khusus barang tak bergerak berupa tanah disebutkan lokasi dan luas
tanah seria jenis hak atas tanah

Besarnya uang jaminan lelang untuk setiap barang yang akan dilelang

Penetapan Nilai Limit Lelang

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan nilai limit

lelang untuk barang bergerak atau benda jaminan fidusia adalah sebagai
berikut:

2)
b)

c)

Nama, jenis, tipe, serta merk dan jumlah barang yang akan dilelang
Kondisi fisik dan kondisi pasar dari barang bergerak yang akan
dilelang

Penyusutan, yang merupakan pengurangan nilat dan barang bergerak
yang disebabkan oleh:

1} Kerusakan fisik

2) Keusangan fungsional

3) Keusangan ekonomis

Penundaan dan Pembatalan Lelang
Kepala KPZLN dapat menunda pelelangan dalam hal:

a)

b)

c)

Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
eksekutorial {(in kracht)

Syarat-syarat lelang, sepérti sertifikat jamipan fidusia tidak dapat
dipenuhi/tidak terbit sebelum pelaksanaan lelang

Adanya pembayaran angsuran hutang yang besarnya paling rendah
30% (tiga puluh persen) dart jumiah hutang/sisa jumlah hutang

Kepala KP2LN dapat membatalkan penjualan lelang apabila:

a)
b)
c)

Pihak debitur/penjamin hutang melunasi hutangnya
Barang yang dilelang disita dalam kasus pidana
Barang yang akan dilelang musnah
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d) Barang jaminan telah dicairkan di fuar lelang
€) Barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan piutang Negara
Pelaksanaan Lelang

Dalam pelaksanaan lelang, penawaran (ertinggi ditunjuk sebagai
pemenang lelang. Setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka
kewajibannya adalah membayar harga pokok lelang tersebut ditambeh bea
lelang pembeli dan vang miskin (vang yang dipungut dari pembeli lelang
penerima negara bukan pajak yang disetor kepada kas negara).

Jika hasil pelelangan dapal menutup kewajiban pthak debitur, maka
hutang pihak debitur dinyatakan lunas dan diterbitkan Surat Pemnyataan
Piutang Negara Lunas. Apabila hasil lelang tersebut melebihi kewajiban
pihak debitur, maka kelebiban hasil lelang dikembalikan kepada debitur.

Dalam hal jamiban yang telah disepakati {idak dapat menutup
kewajiban pihak debitur maka KP2LN menetapkan piutang negara tersebut
sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih diterbitkan dalam hal
masih terdapat piutang negara namun:

a} Pihak debiitur idak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya

b) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai
ekonomis atan mempunyai masalah sulit yang sulit diselesaikan

¢) Pihak debitur/Penjamin Hutang tidak mempunyai harta kekayaan
lainnya yang dapat dipergunakan sebagai sumber pelunasan atau
penyelesaian hutang.

Kemudian PSBDT tersebut diberitahukan secara terfulis kepada
Penyerah Piutang dan dapat dipergunakan oleh Penyerah Piutang untuk
mengusulkan penghapusbukuan piutang dar pembukuan sesuai prosedur
yang berlaku bagi Penyerah Piutang yang bersangkutan Piutang Negara
Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilanjutkan kembali dalam hal
apabila pihak debitur telah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
hutang,

Sehingga untuk phmtang negara yang telah diterbitkan PSBDT, namun
suatu saat nanti diperoleh informast serta hasil pemenksaan bahwa Pihak
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Debitur dan atau Penjamin Hutang ferrasuk ahli wans mempunyai harta
kekayaan/kemampuan yang dapat digunakan untu menyelesaikan
hutangnya maka pengurusan ferhadap berkas tersebut dapat dilanjutkan
kembali.

Sedangkan dalam hal overmacht, misalnya terjadi musnahnya barang
jaminan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan
atau kealpaan karena hal tersebut bukan berasal dari kesengajaan debitur,
melainkan berasal dari faktor eksternal sehingga dalam hal ini tidak terdapal
kesalahan yang dilakukan oleh debitur.

Ini dapat dikategorikan sebagai overmacht karena ini merupakan kejadian
yang tidak diduga-duga dan berasal dan faktor luar yang yang menghalangi
debitur untuk memenuhi prestasinya Oleh karena itu debitur tidak dapat
dinyatakan wanprestasi dan tidak wajib membayar ganti rugi. Namun di sisi lain
bank juga harus dilindungi kepentingannya, karena dana tersebut juga adalah dana
masyarakat yang harus terus berputar schingga bank bertanggung jawab atas dana
masyarakat tersebut, bank juga harus mendapatkan seluruh piutangnya karena
dengan dana itulah bank dapat secara terus menerus melanjutkan usahanya yaitu
menyimpan dana dari nasabah dan menyalurkannya lagi kepada kepada
masyarakat,

Di samping itu di dalam praktek perbankan juga berlaku prinsip bahwa
dengan adanya pemberian kredit tersebut bank dilarang ikut menanggung risiko
atas usaha debitur. Untuk melindungi debitur dan juga melindungi kepentingan
kreditur, dalam perjanjian kyedit selalu menggunakan jasa perusahaan asuransi,
disamping jaminan lain yang yang berupa jaminan perusahaan, maupun jaminan
perorangan (borghtochf) sehingga masalah seperti ini dapat diselesaikan dan
risiko yang terjadi dapai diperalihkan kepada pihak ketiga

Adanya jaminan khusus tersebut selalu disyaratkan dalam perjanjian,
terutama jika jumlah kredit yang dipinjam tersebut sangat banyak. Bahkan
rekening pendapatan debitur pun dapat dijadikan jaminan apabila suatu saat
terjadi suatu keadaan debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya.

Mengenai jaminan khusus yang diberikan dalam petjanjian kredit oleh bank,
Undang-undang Perbankan melarang pemberian kredit tanpa adanya jaminan.
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Bank sebagai pemberl kredit juga diwajibkan oleh undang-undang uniuk
melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi debitur, hal ini juga untuk
melindungi kepentingan dari kreditur sendiri.

Dalam undang-undang sendin telah memben perlindungan terhadap kreditur,
yaitu adanya jaminan umum yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang
menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda
tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi
jaminan bagi seluruh perutangannya (pasal 1131 KUH Perdata). Oleh karena itu
jaminan tidak hanya terbatas pada jaminan yang ada pada saat sekarang atau pada
awal perjanjian. Bank sebagai pemben kredit dapat juga meminta jaminan khusus
kepada mnasabah debitur, adapun jaminan khusus ini fimbulnya karena
diperjanjikan terlebih dahulu, misalya jaminan kebendaan dan jaminan
perorangan.

Adanya peganjian asuransi atas jaminan dimaksudkan untuk
mengantisipasi kejadian yang tidak dapat diduga-duga seperti overmachf yang
tersebut diatas sehingga dalam hal ini ada pihak ketiga yang akan menangpgung
ristko yang terjadi. Ini semua merupakan jaminan yang maksudnya umtuk
melindungi kepentingan kreditur yang digurakan wmtuk menjamin pembayaran
kembali hutang kepada kreditur. Narmun dari semua jaminan khusus, perusahaan
asuransilah yang paling siap memberikan periimdungan kepada kveditur manakalz
terjadi kerugian terhadap kreditur, dengan demikian disamping jaminan-jaminan
khusus yang lain, jaminan asuransi harus selalu diadakan dalam setiap pemberian
kredit.
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BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukaan dan setelah penelitian

dilakukan dengan pembahasan mengenai “Analisa Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, Studi Kasus pada BPD DIY

Cabang Kota Waies Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta” maka penulis

dapat menyimpulkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktek perkreditan di lingkungan perbankan masib ada kreditur
pemegang jaminan fidusia yang tidak mendafiarkan jaminan fidusianya,
kerena beberapa alasan yaitu:

a Kredit yang diberikan merupakan kredit untuk Usaha Mikro

b. Jangka Waktu Kredit Pendek

c. Bahwa untuk mendaftarkan fidusia memeriukan biaya (cosf) lebih
yang akan dibebankan kepada debitur hingga akan menjadi beban
bagi debitur, dimana beban tersebut terdiri dar beban pembuatan
akta notaris dan biaya pendaftaran jaminan fidusia ke kantor
pendaftaran fidusia.

d. Bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berada di ibukota Propinsi
Dacrah Istimewa Yogyakarta dan tidak berada di Kabupaten
Kulonprogo sehingga akan memakan banyak waktu untuk dilakukan
pendaftaran atas jaminan fidusta tersebut

Berkaitan dengan pasal 11 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa
benda yang dijaminkan fidusia wajib didaftarkan, karena tidak ada sanksi
bagi pibak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Pihak
Kreditur beranggapan bahwa tidak dilakukan pendaftaran atas jaminan
Fidusianya tidak akan menimbulkan masalah bagi para pihak.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur dilakukan apabila debitur tidak
memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah ada diperanjikan dan
disetujui bersama tersebut. Kreditur dalam hal ini adalah BPD DIY
Cabang Kota Wates Kabupaten Kulonprogo mempunyai kuasa langsung
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untuk menyita barang atau barang-barang jaminan berdasar pada
Perjanjian Kredit yang dibuainya BPD DIY Cabang Kota Wates
Kabupaten Kulonprogo mempunyai hak untuk langsung mengeksekusi
barang jaminan apabila debitur tidak mempunyai itikad baik untuk
melunast piutangnya, dan BPD DIY Cabang Kota Wates Kabupaten
Kulonprogo juga mempunyai kuasa secara langsung untuk menjual
barang ateu barang-bareng jaminan Hal ini dapat tejadi meskipun
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut tidak didafiarkan pada
Kantor Pendafiaran Fidusia, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH
Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuainya”. Pasal ini
mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah
mengikat. Dikarenakan pemberi fidusia telah menyetujui mengenai
ketentuan yang telah dibuat didalam Formulir Perjanjian Kredit dengan
Jaminan Fidusia yang dibuat oleh BPD DIY Cabang Kota Wates
Kabupaten Kulonprogo dan menandatanganinya maka formulir tersebut
berlaku secara muflak dan mengikat Namun apabila BPD DIY Cabang
Kota Wates Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta sudah merasa tidak
mampu lagi menyelesaikan pengurnsan piutangnya yang macet secara
intern, maka pengurusan tersebut akan dilimpahkan kepada KP2LN

B. Saran

1.

Atas alasan-alasan pihak kreditur tidak mendaftarkan jaminan
fidusianya, seharusnya dibuat peraturan lebih lanjut mengenai besaran
biaya pembebanan dan pembuatan akta jaminan fidusia untuk Usaha
Ekonomi Mikro, hal ini dikarenakan untuk memberi kemudshan bagi
para pengusaha kecil untuk melanjotkan usahanya. Selain itt  mengenai
kantor pendafiaran Jaminan Fidusia yang hanya terdapat di Ibukota
Propinsi dalam Kantor Wilayah Departernen Kehakiman dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia, maka diharapkan bagi pemerintah segera
merealisasikan ketentuan pasal 12 ayal; (4) UUJF yakni Kantor
Pendaftaran Fidusia segera dibenfuk disetiap Daerah seluruh wilayah
Indonesia, karena disamping unink kepeatingan pemerima fidusia yang
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berdomisili di wilayah tertentu tidak kesulitan mendaftarkan jaminan
fidusianya ke Ibukota Propinsi, juga dapat membantu pihak ketiga untuk
mengecek jaminan-jaminan fidusia yang iebaru,

. Perlindungan hukum terhadap kreditur dipertukan guna peningkatan
dalam pemberian suatu kredit kepada debitur. Perlindungan hukum ini
dapat dilaksanakan dengan cara pihak bank mengadakan kontrol dan
pengawasan terhadap barang jaminan, dan kemudian dilakukan
peninjavan apakah barang yang dijaminkan itu benar-benar ada atau
tidak, serta mengadakan kunjungan rutin setiap bulannya dengan tujuan
untuk mengetahui apakah barang jaminan tersebut maish utuh dan tidak
rusak Dengan demikian antara nasabah dengan pihak bank terjalin suatu
kerja sama, yang nantinya akan muncul rasa kepercayaan antara kedua
belah pihak, sehingga tidak akan ada para pihak yang merasa dirugikan.
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KETENTUAN/PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT

SWAGUNA

BANK BPD DIY CABANG UTAMA
Ji. Tentara Pelajar 7 Yogyakara
Telp. 558462; 561614 psw 35 & 36

. MENGISI SECARA LENGKAP SATU SET BLANKO BAKU PERMOHONAN KREDIT YANG DISEDIAKAN
BANIK. S :
. SATU SET BLANGKOQO TERSEBUT DIATAS DILAMPIRI MASING-MASING 1 (SATU} LEMBAR:

(11 FOTO COPY SK TERAKHIR.

(I FOTO COPY KTP YANG MASIH BERLAKU BAGI PEMOHON & ISTERI/SUAMI

(0 FOTO COPY KARTU KELUARGA DAN/ATAU SURAT NIKAH PEMOHON.

(2 SURAT KETERANGAN PENGHASILAN/STRUK GAJI BULAN TERAKHIR.

il FOTO COFY NPWP ATAS NAMA PEMOHON (KHUSUS 2PLAFOND Rp. 160.000.000,00 KE ATAS).

BLANKO BESERTA LAMPIRAN TERSEBUT. DIMASUKKAN STOPMAP WARNA MERAH MUDA POLOS.
REALISASI F PENCAIRAN KREDIT DILAKUKAN SETELAH PERSYARATAN LENGKAP SEMUANYA, SESUA
TANGGAL DAN Japd YANG TELAH DIJADWALKAN PADA LEMBAR TANDA TERIMA PERMOHONAN
KREDIT ;

PENANDATANGANAN PERIJANJIAN KREDIT DILAKURKAN DIDEFAN PETUGAS BANK HANYA OLEH
PEMOHON, DENGAN MENUNJUKKAN KTP ASLI YANG BERSANGRUTAN.
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Nomor
Lampiran @ 1 ( satu ) set
Hal : Permochonan Kredit

Kepada
Yth. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Propinsi Daerah [stimewa Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Pekerjaan

Alamat dan Nomor
Telepon Rumah

..........................................................................................

Alamat dan Nomor
Telepon Tempat Usaha

dengan ini mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. _.......ccovcvceee {ccnrnnniinninrnne, .
............................................................................................ } dengan jangka waktu .........

...........................................................................................................................................

Bersama ini pula saya / kami sampaikan keterangan tentang permohonan kredit beserta
lampirannya.

Demikian kiranya maklum dan alas perhatian akan hal tersebut, saya / kami ucapkan
terima kasih. '

Pamohon,

KR 010!

R
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BANK _ BPD DIy

KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN KREDIT {SKPK)
Penghasilan Tidak Tetap

DIISI OLEH PEMOHON

l. PEMOHON KREDIT
- Nama Pemohon / Perusahaan
- Alamat Usaha & No. Telepon
- Alamat tempat tinggal & No. Telepon et b e b et ettt s bt e e e b eR bbb e
-N.PW.P e e nee o ateeraatt et iRt e iirembs e e tranaterEl e feaeemne e e EEs L nsm e R naeaan

2 a. Plafond kredit yang diminta
b, Tujuan penggunaan kredit

c. Jangka Wakuu

3. a SUSUNAN PENGURUS

b. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

4. LEGALITAS USAHA DAN UIN-IJIN YANG TELAH DIMILIKI : ¥)
[J Akee Pendirian [ siop Cltor [_J Anzgota Gapensi

J ljin Tempat Usaha Clror sk I ——

5. Keterangan tentang kredit terakhir
- Tanggal realisasi / No, rekening
- Plafond Kredit
- Jangka wakw
- Sisa kredit butan ini / Lunas tanggal U DS O DTSR
- Kondite 3

6. Barang-barang yang akan diajukan sebagai (ang ungan / jaminan, sebutkan :
- Hak atas barang terscbut

_ = Jenis
- = Bukti pemilikan-
- Letak
7. Lain-lain a, Bank diperkenankan minta informasi dari pihak-pihak
lain mengenai diri penvohon maupun perusahaannya

b. Pemohon akan selalu bersikap terbuka terhadap Bank

3. Lampiran *) : [ ] Akte Pendirian D NPWP | Jizin Tempat Usaha
[Jstup  [JTDP [ ]Anggota Gapensi [ ] KTP [ ]JTDR

Petugas Bank Pemohon

*} 0o Ganda X pada komk e bersangkoan

Lrmy e -
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BAaNK (§) BPD DIY
Kita Borkomebans Bersame

KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN KREDIT (SKPK)
Penghasilan tetap

DISIQLEH BANK

Proses : Tanppal
Diajukan i
. Discrahkan petugas pemeniksa & ooooeoeveeeeeeeasieenes "
Diterima kembali :

Dimohonkan far

. Dipulu;

. Bibayar¥zn

CUSIOMIEr DASC T oo e

No. Rekening 1.,

R LA B A B —

DIIST PEMOHON

Y . - AU TOTPR

. Nama lergkap calon Debitor

Tanggal dan rempat lzhir

L]
H

Plafond kredityang 6iminta 1 RP. i (oo

a. Tuyuan penggunaan kredit
b. Janaka wakiwus

Ly

4. Penghasilan dan gzji bersih
per bulan { Rp)
Pengelvaran perbulan (Rp) 0 L

Sisa

Rincian penghasilan dan gaji terlampir.

5. a. Pekerjaan pemohon LT . 4RO
b. Alamat tempat tinggai &

telepon T e eeemreeeemeeeteeeeeeboReseeesnedsen enmmrana eneen eeeeeaen
¢. Alamat iempat kerja‘kantor &
telepon :
d. NL.PAVP
c. KTP
l. Lain-lain
6. a. Nama Isterif Suami
. Pekerjaan .

. Tanggal dan tempat lahir
. Alamat Kzanior & telepon [
c. KTP e i eemueeeeemmEEriseeseeeoeeisesemeseseeeESeEesoeesoeresesemsssseseoaoesmmeeeetetomtesnesesasnnin

AN o

1. Jumlah orang yang mcnjadi
lanf__'_gungan

KR 0102
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8. Keterangan tentang kredit yang terakhir

a. Tanggal dan nomor rekening : .............. feseheEeanenetreera LA RSPt mae st s ene e ae e n g enteas
b. Plafond kredit :
¢. Jangka waktu L et erere et R R LRSS C SR £t e aa st b eenesear s ntanerheate et ann erteens
d. Tanggal kredit itu dibayar
lunas e er e aeE AL LR R LSRR e LR e e e et b ese s b et Re e et aees
e. Lain-lain : '
9. a. Pejabat penanggung Kredit .ottt ee et e et e eeenes
b. Pejabat pemotong gaji e ehn e a LR RS R e €S h et s emesomra s e R Re e anEa s e Ra e e e b e emennrens
10.Barang-barang yang akan diajukan sebagai
tanggungan/ jaminan.
Sebutkan :
a. Hak atas barang tersebut e OO
b. Jenis PRI~ . ol oo Moo oo OO SRPRU
¢. Bukti pemilikan D remienrrernnoy oY ORI W BN WM . ... ...occicceccseenaremtisees
d. Letak Dnirinr G DS, ODNN, | VN _ASSSSNN  SSNNENER W....... .. ccrraiersennens
I1. Lain-lain a. Bank diperkenankan minta informasi dari pihak lain mengenai

diri pemohon maupun perusahaannya.
b. Pemohon harus selau bersikap terbuka terhadap Bank.

DIISI PETUGAS BANK PEMERIKSA PERTAMA

Diperiksa tanggal _.........coocooniiciniinicicceeee. Diajukan tanggal o
(eommeneereersmeesmmesmmmmarmeeseen e A ) Ry O\ )
Ditclak

Dengan pertimbangan :

Disetujuidengan syarat-syarat sebagai berikut

Debitor D e csenneseemeseneneens BUNZA Kredit
Denda L e ereeesent et
Provisi D et v e

reernrree e nenee BlAYa Supervist T eeeeenrenr e

Plafond D rrrereeresesresssaeesseseneesaeneeennees B1AYA @adminiStrasi o e

Keperluan kredit 1 oo Meterai : sesuaj ketentuan

Jenis kredit Y ereertestemeseameramemsenanseneneneeJaminan (jenis, nilai,

Jangia wakiu/ pem- pengikatannya)

bayaran kembali D eeeerresreeiese e e en oo ean Syarat lain

KOMITE KREDIT PEMUTUS

KR 0102 . -
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ERAAL -

BANK(®)BPD DIY

CABANG :

Nomor Hasabsh H Tanggal :

Nomor Rekaening 1.

Nama lengkap H
riéma 2lias :
Tempal & tanggal l2hur ¢ e peeeerebrentons N N
Jeric kelarsn - Oeki-tzui {JPeremouzr
ARIMAL LEMDAL UNGGED  © ot eoiecemrecree e e s et eeene A . "
.............................................................................. Telepon Rumah :
Telepon Seluler &, E-Maif &, ol SR
Alamat sesual KTP T e O WSUNNNSSN. UGN, S | AN . co—— . .. ...

e KODR POS I i e
Tznde peagenal » Oxre Jsus Trasper [DRITASXITAP TiKaro Peizjae LRIINOYE ooveeecres o

Nomor tanda pengengt @ [Joe.o-. . P35 BEAARU: yaeunoeeesransmmmsoeeenmennnees
Agama : OistamOknsten Dkzthetic JHosy D ovdna Cl¥henghucu  [Oaianya ...
NP E I 7 T S [J Ndak ada

Surat gknim ke : Oranor Deuman Jammd Sengan

S12hus pemehon ;[ Prizze: DOiXuesa

Hubungzn gangan pank : [ Terkad U Midek Teexait

FLama vontak . : . CHUDURGAN § i e eeees i a s e e
Rlzamat nzma kontak ../ S ‘ .............................. Telepon : -

bkt Lz
Pekerjaan : O relzjersrans [JPNS DXaeyawan Swasta - CITNI/ROLRI CIkary. BUMN
) Profesionz' [JPensunze [JWaswesia ) 1bu cumah tangga [Jlainnya

Jabzzn el meet e e e ereert e e e e
Sural pernunjukan e vt e eastaran mamerssims e s st nese in e annnens LUK RETOMPOK)
Aamal pekerjaan eeveseereeteeeeiteceieeeeosesessassmmmmemareseresimei eeliriEeoasens -
Statss permikzhan : [3J Lzjzng [ tenkzh [ Jandz/Duc2

OsoQss?Ost« Qo gn22e3 05 0s20s-3
tmeeenns o fruS3E 2 SH, e, SE, OH)

(Jobe=zn e § i (J»Re.$ Jusrg A3 151 O>R0a5 psfaRp.25 w0 COdiatas Ro. 25 1t

Pendidixzn lerakber
Siaius galar
Penghasilan per pulzn

Sumper gana [ Geppupzn Juseane  [JLannve

Pengounazn dana (] simpznzn (T Penenmean Gap [DKeoutut:aa Rumah Tangga  (Transaks: Usana Oainaya

Nama gags by kandung:
cemimrtrasenneennnrencs (Y010 COPY id@ATIAS tECBTPH)

N2mz pangampy ")

Tangaz 1annas Fanda tangan

Pejabal Petugas
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SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

KREDIT SWAGUNA
Yang bertanda tangan dibawan ini : i
: h
L Nama Dt ST &
Pangkat/Golangan T eeeeteeereemovReeseateaneEeE AT PR e e e am e At e em e et s T
Jabatan %
Nama lastanst S etreemt e et e e k
Alamat lastansi L ettt eeteeststeemeeetiyetamehen SR R b e aRnantammanntanms e vasmea se e I

Scbagai PEMINJAM, yang sclanjutnya disebut scbagai PIHAK PERTAMA

i, MNama

Pzaghetiniungap o s
Jabatan : Bendahara Gaji

Namz fnstansi C o O

Alamat Instansi ERUN. WO, T AN SN W . .......

Scbagai BENDAHARA GAJI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

{ Mamma

NIPMNRPANIK ... A BN & S
Pangkat/Golongan g socrmormo A —— )
Jabatan kcpalyPcmlmpm lnstansi

Nama Insiznsi O, ... ... N Sl
Alamat Instansi . W g S

Sebagai PENANGGUNG/AVALIST, yang sclznjulnya disebut sebagal PIHAK KETIGA

Para Pihak terscbut diaizs dengan ini menyatakan bahwa 3

. PIHAK PERTAMA member kuzsa kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan :

1} Penyisihan sebagian atas pembayarzn gaji d2nfetan tunjangan yang berhubungan dengan
Pangkat/Jabatan dz.n!ztau pekegaan PIHAK PERTAMA pada setiap bulannya sebesar
Rp .................................. ( .............................................. j

2} Penyetoran jumlah terscbut pada angka 1} kepada Bank BPD DIY Cabang ..cceveeeeirmenn
sebagal pembayaran zngsuran hutang pokok, bunga dan denda serta b:aya—blaya lain atas
kredit yang diterimma PIHAK PERTAMA dar Bank BPD DIY terscbut.

3) Penyisihan scluruh penerimaan vang pesangon dan penerimaan lainnya apabila PIHAK
PERTAMA dipirdahkan atau diberhentikan, untuk keperiuan pelunaszn hutang PIHAK
PERTAMA kepada Bank BPD DIY rerschur.

4) PIHAK XEDUA secarz olomatis menyerahkan kuasa ini sebagai kuasa subtitusi kepada
Bendahara/Pejabat lainnyaz yang dinunjuk, apabita PIHAK KEDUA dimutasikan dan atau
ke Bendahara/Pejabat baru zpabila PIHAK PERTAMA dipindahtugaskan.

[I. PIHAK PERTAMA menyzatzkanbzhwa:
1) Tidak akan memindah pembayaran gaji dan Bank BPD DIY Cabang......cocoeececeaeeoe
2) Akan menyaluckan penerimaan Tabungan Han Tua (THT), Pensiun, Pesangon dan atau

penerimaan lzinnya melzlui Bank BPD DIY.
3) Selama PIHAK PERTAMA masih memiliki pinjzman, maka apabila PIHAK PERTAMA

dipindahtugaskan .....c.ccooenrreriaee e
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dipindahtupaskan kc Instans: lain yang gajinya tidak dibayarkan meclalui Bank BPD DIY,
berhenti atau diberhentikar dard Instansi terscbut diatas maka PIHAK PERTAMA tetzp
akan melunasi scmua sisa kewajiban' yang berakar dad Peganjian Kredit yang telah
ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA..

4) Berkaitan dengan pernyataan angka 2} diatas, dengan mlpula PIHAK PERTAMA memben
kwasa dcngan hak subtitusi yang tidak dapat dicabut kembali kcpada bank BPD DIY
Cabang ... termeesmneenennne UMUK Memotong Iangsung penerimaan THT, Pensivnan dan
pésangan atau pcncnmaan Iam guna pelunasan pinjaman dimaksud.

5) Apabila dan pemotongan tersebut. tidak dapat atau tidak cukup untuk melunasi sisa
kewajiban sebagaimana dimaksud dengan pernyataan angka 2) di atas, maka PIHAK
PERTAMA bersedia melanjutkan angsuran dengan membayar sendii sampai dengan
pinjaman tesebut lunas dan PTHAK PERTAMA bersedia menyerahkan barang jaminan
scbagai agunan sesuai dengan ket&ntuan yang berfaku.

HI PIHAK KETIGA menyatakan bahwa:
i; Dalam kedudukannya sebagai Pemimpin I[nsiansi tersebut bersedia bertindak scbagai

PENANGGUNG  neiupasan  kredit vang dibenkan oleh Bank BPD DIY

Cabany ... - .- kep2da PIHAK PERTAMA, dcngdn plal'ond kredit maksinium
sebesar Rp oy Y. W W . .
dandalam_]angka waktu pahng Iama ., (9 - )bulan

dengan angsuran tiap-tiap bulan maksnmum scbcsar Rp
Khusus ‘maksimum bcsarnya angsuran bulanzn tersebut dapat berubah sesuar ketentuan

yang diterapgkartoleh BANK
2) Pemberian penanggungan ini tanpa melepaskan hak Penanggung untuk menuatt lebih

dahulu agar benda-benda PIHAK PERTAMA. disita dan dijual untuk melunasi pinjzman
yang besangkuian scbagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata

. Svrat Pernyataan dan/atay Kuazsa ini merupakan bagian yzng tidzk dapat dipisahkan dari
.PERJANJAN KREDI | yang ditandatangani antara BANK dengan PIHAK PERTAMA.
Surat Pernyataan danfatau Kuasa ini tidak akan dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan
dengan dalih apapun dan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok, bunga dzn denda
serta biaya-biaya atas kredit iermaksud di atas sudah dinyaiakan lunas seluruhnya secara teriulis

oleh Bank BPD DIY.

Demikian Suratpemyataan dan/atau Kuasa ini dibuat dengan sebenarmya dalam keadzan sadar
dznuntuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya. .

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
Mclerat
Rp.6.000

( } (.. ) { )

Mcnyctujui,
Suamiflsten PIHAK PERTAMA
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SURAT KETERANGAN

Yang berlandalangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa
pegawai lersebut dibawah ini :

Nama et e e
NIP/NRP e
Tempal/lgl.lahir USSR
Pangkal/GolonGan 1 ... .. e .
Jabalan I 4 A WM % .
Nema Instansi Y A % Ny oy ! e
Alamat rumah .- 0.-% .- . Eeeuiea e et s
el PO e

Akan mulai pensiun normal Rada 18NGQET T it e e :

Demikian keterangan ini- diouat sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan kredit
pada Bank BPD DIY Cabang ....c.occo. i iiiaeeircienne

Yogyakara, .o
Yang menerangkan

") Tuiiskan nama dan Jabalan sera stempel dinas.

Analisa perjanjian..., Muhammad Zahroni Kusuma Putra, FH Ul, 2010.
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| BRI BPD DiY BUKU Il : FORMULIR PERKREDITAN HALAMAN : 40
’ UANK Pla\mAa_icLiN_ﬁ.N DAERAIN
DAERAN ISTIMEWA YOOYAKARTA BAB "| FORMULIR PERJANJ'AN KRED‘T SK DIREKSI
SUB BAB : PERJANJAN PEMBERIAN JAMINAN DENGAN NO -0299/IR 1006
HAK MILIK SECARA KEPERCAYAAN (FEO) TGL - 30 Deseaiber
IN10]1110) R

Yang bertanda fangan dibawah inj : -

........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

yan g o nju tny L perja nJ[ . d|sebu[ w f @B\ N
PIHAK PERTAMA --

................................................................ , Pemimpin BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY
atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH, berkedudukan di Yogyakaia berdasarkan Surat

dibuat oleh dan dihadapan ........cccoieeiciiieenen IR . Notaris di Yogyakarts,

- unluk selanjuinya disebut :

Kedua tieiah pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebul di atas, terlebih dahulu
menerangkan bahwa uniuk menjamin kelerliban, kelancaran dan kepastian pembayaran Iunas dari
semua yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, baik berupa pokok kredit, bunga,
denda, biaya, maupun beban kewajiban lainnya yang fimbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit

_yang pada saal ini telah dibuat dan ditandatangani antara kedua belah pihak, yaitu :

--- Tanggal

Analisa perjanjian..., Muhammad Zahroni Kusuma Putra, FH Ul, 2010.
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‘Berikut Addendum-Addendumnya yang mungkin masih akan dibuat dikemudian hari,
i PIHAK PERTAMA dan BANK telah mufaka! dan seluju untuk mengadakan perjanjian ini dengan
. syaral-syarat dan ketenluan-kelentuan sebagai berikut : --

Pasal 1

1. Untuk menjamin kelertiban, kelancaran dan kepastian pembayaran lunas dari semua yang wajib
dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, baik berupa pokok kredil, bunga, denda, biaya-biaya
maupun beban lainnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas beserta
Addendum-Addendum yang mungkin masih akan dibual dikemudian hari, maka PIHAK PERTAMA
dengan ini menyerahkan hak milik secara kepercayaan (fiduciaire eigendoms overdracht) kepada
BANK yang menerangkan menerima penyerahan hak mifik secara kepercayaan dari PIHAK PERTAMA
berupa barang-barang bergerak, yang telah maupun yang akan dikuasai yang sefanjutnya datam
perjanjian ini cukup disebut "barang/bararig-barang jaminan’, sebagaimana tersebul dibawah ini ;

3 TR CCESITIT OESASTEE e bEina -

2. PHAK PERTAMA menjamin bahwa “barang/barang-barang jaminan" yang diserahkan haknya ilu
benar-benar miliknya, bebas dari sengkela ataupun perikatan dengan pihak lain, dan karenanya
membebaskan BANK dari kemungkinan tuntutan pihak manapun.

Pasal 2

1. Penyerahan dan pensrimaan hak milik secara kepercayaan tersebut di alas telah dilakukan ditempat
dimana “barang/barang-barang jaminaan' tersebut berada dan telah menjadi milik BANK secara
kepercayaan dan karenanya semua asli surat-surat yang merupakan bukii pemiiikan “barang/barang-
barang jaminan” tersebut akan dipegang dan dikuasai oleh BANK, sedangkan "barang/barang-barang
jaminan® tersebut {etap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA selaku Peminjam Pakai.

2. Hak Pinjam Pakai tersebul akan berakhir bilamana PIHAK PERTAMA terbukli lidak memenuhi saleh
salu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan/alau dalam Perjanjian Kredit lersebut di alas beserla
Addendum-addendumnya. - ’
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Pasal 3

{. “Barangfbarang-barang jaminan’, yang diserahkan oleh BANK kepada PIHAK PERTAMA selaku
Peminjam Pakai, hanya dapal dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA menurul sifat dan peruntukannya,
tanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA unluk membayar suatu ganli kerugian berupa apapun
kepada BANK, akan lelapi dengan kelenluan bahwa PIHAK PERTAMA atas biaya sendir
berkewajiban unluk melakukan pemeliharaan lermasuk perbaikan dan/atau penggantian alas
kerusakan, keausan atau kehilangan atas "barang/barang-barang jaminan” tersebul, membayar semua
pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.

2. Apabila untuk penggunaan alas “barang/barang-barang jaminan” tersebut diperlukan kuasa khusus,
maka BANK dengan ini member kuasa kepada PIHAK PERTAMA unfuk memaka| dan
mempergunakan “barang/barang-barang jaminan” tersebul. e

Pasal 4

PIHAK PERTAMA lidak diperbolehkan untuk menjual aiau dengan cara lain memindah {angankan,
menjaminkan atau membebani “barang/barang-barang jaminan” lersebut kepada pihak lzin, tanpa
persetujuan lertulis terlebin dahulu dari BANK. e - -

Pasal 5
BANK atau wakilnya yang syah, setiap waklty berhak melakukan pemeriksaan terhadap masih adanya
serta keadaan "barang/barang-barang jaminan” tersebut yang ada pada PIHAK PERTAMA bilamana perlu
atas biaya PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK PERTAMA ternyata melaiaikan kewajiban, ———--—-—

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikat diri uniuk mengasuransikan "barang/barang-
barang jaminan" tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disefujui BANK, dengan
syarat-syarat "Banker's Clause” uniuk kepentingan BANK serta syarat-syaral lain yang lazim berlaku
pada BANK, antara lain mengenai nilai pertanggungan dan jenis risiko yang ditutup.

2. Premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAX PERTAMA, sedangkan asli polis asuransi
berikut bukli pembayaran preminya harus diserahkan kepada BANK untuk disimpan.

3. Dalam hal lerjadi kerugian, maka PIHAK PERTAMA barkewajiban untuk pada kesempatan pertama
mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan sekaligus melaporkannya kepada

BANK.
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‘4. Hasil pembayaran klaim asuransi harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi tersebut langsung

kepada BANK sesuai persyaratan “Banker's Clause” tersebut diatas.

BANK berhak untuk menentukan penggunaan hasil -klaim lersebut terulama untuk mengamankan
kepentingannya, tanpa ada kewajiban untuk membayar bunga atau ganli rugi berupa apapun kepada
PIHAK PERTAMA. :

. Apabila PIHAK PERTAMA ialai danfatau fidak mengasuransikan “barangfbarang-barang jaminan"
tersebut, maka BANK berhak dan dengan ini oleh PIHAK PERTAMA diberi kuasa unluk atas biaya
PIHAK PERTAMA mengasuransikan “barang/barang-barang jaminan” tersebut.
Walaupun demikian, adanya hak dan pemberian kuasa kepada BANK tersebut tidak dapat
membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap kewajiban penulupan asuransi tersebuf ayat 1 di atas dan
karenanya apabila lerjadi kerugian yang fidak dapat digjukan klaimnya, akan sepenuhnya menladl
langgung jawab PIHAK PERTAMA. -—------

Pasal 7

. Dalam hal PiHAK PERTAMA tidak menjalarkan atau memenuhi salah satu afau lebih kefenluan-
kelentuan dalam Perjanjian Kredil beserta Addendum-addendumnya danfatau dalam perjanjian ini,
terutama dalam hal PIHAK PERTAMA ialai semata-mata karena lewalnya wakiu yang dilenlukan,
tanpa untuk itu diperlukan surat leguran, maka sekarang ini untuk dikemudian hari PIHAK PERTAMA
memberi kuasa yang lidak dapat dicabut kembali dan lidak akan batal atau berakhir karena alasan-
alasan apapun, kepada BANK untuk menjual “barang/barang-barang jaminan” tersebul, baik dimuka
umum maupun dibawah tangan dengan harga dan syaraf-syaral serta perjanjian-perjanjian yang
dianggap baik oleh BANK, unfuk itu membual atau minta dibuatkan serta menandatangani semua
surat atau akia yang bersangkutan, menerima uang hasil penjualan dan memberikan landa
penerimaan unfuk itu, menyerahkan apa yeng. dijval ilu kepada pembelinya, memperhitungkan
dan/atau mengkompensasi uang hasil penjualan fersebul dengan semua apa yang wajib dibayar oleh
PIHAK PERTAMA kepada BANK, akan letapi dengan kewajiban bagi BANK untuk menyerahkan sisa
hasil uang penjualan tersebut jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA lanpa ada kewajiban bagi
BANK untuk membayar bunga alau ganti kerugian berupa apapun terhadap uang hasil penjualan
iersebut termasuk sisanya kepada PIHAK PERTAMA, dan selanjulnya untuk ilu, tidak ada yang
dikecualikan.

. Apabila hasil penjualan “barang/barang-barang jaminan® tersebut tidak mencukupi untuk melunasi
semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK, maka PIHAK PERTAMA lerikal
sekarang unluk pada waktunya dikemudian hari, membayar Iunas sisa yang masih harus dibayar oleh
PIHAK PERTAMA kepada BANK. —--

e TEEAAEE TOMISET - i -
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. Perdata.

Pasal §

1. Dalam hal BANK mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, PIHAK
PERTAMA wajib dan dengan ini mengikal diri sekarang unluk dan pada waklunya dikemudian-.hari,
menyerahkan kepada BANK semua *barang/barang-barang: jaminan® tersebut atas teguran pertama
dari BANK.

2. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kelentuan lersebut dalam ayat 1 Pasal ini dalam waklu
yang ditentukan dalam surat teguran tersebut, sedang PIHAK PERTAMA lalai semata-mata karena
lewatnya waklu yang ditentukan tersebut, tanpa untuk diperlukan lagi sural leguran kedua, maka
BANK berhak tanpa perantaraan hakim untuk mengambil alau suruh mengambil semua
"harang/barang-barang jaminan” fersebut, baik dari tangan PIHAK PERTAMA maupun dari tangan
PIHAK KETIGA yang menguasainya, dan bila dianggap perlu dengan banluan dari yang berwajib
(polisi) dengan kelentuan bahwa semua biaya yang berlafian dengan itu menjadi tanggungan dan
harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -

Pasai 9

Penyerahan hak mifik secara kepercayaan lersebul dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada BANK
dengan syaral yang memuluskan, bahwa apabila PIHAK PERTAMA felah membayar lunas semua
kewajiban yang harus dibayar kepada BANK yang limbul atsu bersumber dari Perjanjian Kredit tersebut di
alas beserta Addendum-addendumnya, yang dibuklikan dengan adanya sural peinyalaan [unas dari
BANK kepada PIHAK PERTAMA, maka dengan sendirinya BANK dianggap telah menyerahkan kembali
hak milik atas “barang/barang-barang jaminan” lersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan seperii
semula.

Pasal 10

Perjanjian ini den kekuasaan-kekuasaan yang dibeckan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang
terpenting dan tidak terpisahkan dari Pedanjian Kredit tersebut di atas beserla Addendum-addendumnya,
dan dapal dialihkan kepada pihak lain baik sebagian mzupun seluruhnya, dimana tanpa ada kuasa-kuasa
tersebut Perjanjian Kredit lersebut beserla Addendum-addendumya lidak akan diterima dan dilakukan
antara kedua belah pihak dan karenanya tidak akan balal alau berakhir karena sebab-sebab yang dapal
mengakhiri pemberian sualu kuasa yang tercanium dalam pasal 1813 dari Kitab Undang-undang Hukum
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Pasal 11

. Mengenai perjanjian ini dan semua akibat yang berakar kepadanya, keduva belah pihak memnl:h
kedudukan huikum {domicilie) yang telap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri ............. ERT

2. Tempat kedudukan hukum sebagaimana tercantum dalam ayal 1 Pasal ini, berlaku juga bagi mereka
yang meneruskan atau menerima segala hak dan kewayban dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA.

Demikianiah Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan ini

ditandatangani kedua belah pihak di ..........cooemiriii i e
pada tanggal ...........cccoeevveee i di alas malerai, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli,

masing-masing mempunyal kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak menyimpan 1 {satu}
asli serta berlaku sejak tanggal penanda tanganan tersebut.

BANK PIHAK PERTAMA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
Propinsi daerah Islimewa Yogyakarta
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